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Skripsi dengan judul, “PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA 

KARYA MUSIK YANG DIBAWAKAN SECARA LIVE UNTUK 

KEPENTINGAN KOMERSIL TANPA SEIZIN PENCIPTA” dilatar belakangi 

dengan hak kekayaan intelektual khususnya hak cipta, melindungi karya seni dan 

budaya dari penggunaan tanpa izin. kasus di mana lagu milik Dewa 19 dinyanyikan 

secara komersial oleh Once tanpa izin menimbulkan isu penting mengenai 

perlindungan hak cipta dalam industri musik. Kasus ini memerlukan analisis 

mendalam untuk memahami bagaimana hukum dapat melindungi pemegang hak 

cipta dan menegakkan hak-hak tersebut dalam konteks pelanggaran komersial  

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan 

yuridis normatif. Metode ini dikaji menggunakan data sekunder yaitu berupa 

hukum positif, teori hukum, asas hukum, serta data sekunder yang diperoleh dari 

berbagai literatur.Tahap penelitian yang digunakan yaitu melalui tahap penelitian 

dokumen dan lapangan dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan 

dan lapangan. 

Hasil penelitian yang menjawab identifikasi masalah dalam penelitian ini 

menunjukkan bahwa perlindungan hukum pemegang hak cipta lagu diakomodir di 

Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perlindungan hukum atas 

hak cipta lagu merupakan upaya yang menjamin adanya kepastian pemenuhan hak 

pemegang hak cipta lagu, baik itu berupa hak moral maupun hak ekonomi. 

Perlindungan hak cipta lagu dapat dilakukan dengan cara preventif dan represif. 

Mengenai penyelesaian sengketa Ahmad Dhani dan Once Mekel pada akhirnya 

diselesaikan melalui penyelesaian sengketa non litigasi dengan cara mediasi. 

 

Kata kunci :  perlindungan hukum, hak cipta,  karya musik, komersil  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 The thesis with the title, "LEGAL PROTECTION OF COPYRIGHT 

MUSICAL WORKS PERFORMED LIVE FOR COMMERCIAL 

PURPOSES WITHOUT THE CREATOR'S PERMISSION" is based on 



x 

 

intellectual property rights, especially copyright, protecting works of art and culture 

from unauthorized use. The case where Dewa 19's songs were sung commercially 

by Once without permission raises important issues regarding copyright protection 

in the music industry. This case requires in-depth analysis to understand how the 

law can protect copyright holders and enforce those rights in the context of 

commercial infringement  

This research uses a descriptive analysis method with a normative juridical 

approach. This method is studied using secondary data, namely in the form of 

positive law, legal theory, legal principles, as well as secondary data obtained from 

various literature. The research stage used is through document and field research 

stages with data collection techniques in the form of literature and field studies. 

The research results that reveal the problems in this research show that the legal 

protection of song copyright holders is accommodated in Law No. 28 of 2014 

concerning Copyright. Legal protection of song copyright is an effort to guarantee 

the certainty of the rights of song copyright holders, whether in the form of moral 

rights or economic rights. Song copyright protection can be carried out in 

preventive and repressive ways. Regarding the settlement of Ahmad Dhani and 

Once Mekel, it was ultimately resolved through a non-litigation settlement through 

mediation. 

 

Keywords: legal protection, copyright, musical works, commercial 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Manusia dianggap sebagai makhluk budaya karena memiliki akal, pikiran, 

atau kemampuan berpikir dan merasakan. Untuk memenuhi kebutuhan jasmani 

dan rohaninya yang pada akhirnya berujung pada kebahagiaan manusia akan 

selalu berupaya menggunakan akal untuk mengembangkan dan mengkonstruksi 

hal-hal baru. Pikiran manusia dan cara ia mengekspresikan ide dan emosi sangat 

dipengaruhi oleh berbagai latar belakang, termasuk etnis, bahasa, budaya, dan 

kebiasaan sepanjang waktu. Salah satu bidang tersebut adalah seni, yang 

meliputi tari, lukisan, musik, patung, dan banyak lagi.1 

Manusia menggunakan lagu sebagai sarana untuk mengekspresikan ide 

dan emosinya. Di Indonesia, lagu mewakili banyak sekali ekspresi seni dan 

budaya. Fakta ini sejalan dengan keberagaman ras, agama, dan etnis yang 

dimiliki negara ini, yang jika digabungkan merupakan potensi yang dimiliki 

negara tersebut dan patut dilindungi. Lagu memiliki nilai komersial yang tinggi 

dan merupakan bentuk ekspresi yang dilindungi.2  Salah satu undang-undang 

tentang kekayaan intelektual yang mengatur apa saja yang boleh dan patut 

 
1 Hamid, F. Ilmu Komunikasi Se.karang dan Tantangan Masa De.pan. Jakarta: Pre.nada Me.dia. 

2017, hlm. 10 
2 Marche.lla, N. S. Larangan Me.mbawakan Lagu Tanpa Izin Be.rdasarkan Undang-Undang 

Hak Cipta. Journal of Inte.lle.ctual Prope.rty, Vol. 6 No.1. (2023), 20–30. Re.trie.ve.d from 

file.:///C:/Use.rs/Administrator/Downloads/Namira+3,+She.ila+-

+LARANGAN+ME.MBAWAKAN+LAGU+TANPA+IZIN++(1)+(1).pdf 
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dilindungi, termasuk ciptaan budaya dan seni, adalah Undang-Undang Nomor 

28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.3 

Menurut undang-undang tersebut, dua negara memberikan hak kekayaan 

intelektual kepada mereka yang berhak atasnya dan memiliki kualitas khusus 

dan luar biasa, asalkan prosedur dan ketentuan tertentu dipenuhi.4  Hak 

Kekayaan Intelektual (HAKI) yang dikenal juga dengan nama Hak Kekayaan 

Intelektual (HAKI) pada hakikatnya merupakan hak yang diperoleh dari hasil 

usaha kreatif seseorang. Kerangka hukum yang dikenal sebagai hak kekayaan 

intelektual (HAKI) diciptakan untuk melindungi kreasi para inovator.5 

Menurut Pasal 570 KUH Perdata, hak milik adalah kebebasan untuk 

merasa dan bertindak sesuka hati, dengan syarat memenuhi persyaratan hukum 

dan batasan pemerintah serta tidak melanggar hak orang lain. Hak kekayaan 

intelektual yang juga merupakan hak milik termasuk dalam konsep ini. Namun 

hak milik dapat dicabut demi kepentingan umum dan dengan imbalan yang adil 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.6 

Kebebasan untuk menguasai dan mengapresiasi sepenuhnya suatu benda 

adalah milik pemiliknya. Hak atas properti membuat hal ini mungkin terjadi. 

Pemilik dapat melakukan tindakan hukum seperti menjual, menyewakan, atau 

meminjamkan aset selain melakukan tindakan fisik seperti menggunakan atau 

merusak barang. Hak milik tersebut tidak dapat diganggu gugat, dan 

 
3 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 te.ntang Hak Cipta. 
4 Syafrinaldi & Fahmi. Hak Ke.kayaan Inte.le.ktual. Pe.kanbaru: Suska Pre.ss. 2018. hlm. 12. 
5 Thalib. Hak Ke.kayaan Inte.le.ktual Indone.sia. Jakarta: PT Raja Grafindo Pe.rsada. 2018. hlm. 

45. 
6 Sube.kti dan Tjitrosudibio. Kitab Undang-Undang Hukum Pe.rdata (KUH Pe.rdata). Jakarta: 

Jakarta. 2018. hlm. 
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pengalihannya hanya dapat dilakukan dengan melakukan restitusi dan 

memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.7 

Menurut Pasal 570 KUH Perdata, hak milik merupakan hak kebendaan 

yang paling penting karena memberikan kepada pemilik yang sah kesanggupan 

untuk menggunakan, menikmati, menguasai, dan mengurus barang-barang 

yang dimilikinya.8  Rahasia dagang, desain industri, paten, merek dagang, hak 

cipta, dan desain tata letak sirkuit terpadu hanyalah beberapa dari banyak hak 

yang dilindungi berdasarkan hak kekayaan intelektual, atau HKI. Karena tidak 

bersifat aktual, hak kekayaan intelektual tidak seperti hak kekayaan materi yang 

tidak dapat diambil, disita, atau langsung hilang.9 

Hak Cipta merupakan salah satu hak kekayaan intelektual yang diakui di 

Indonesia; karya yang dihasilkan disebut sebagai ciptaan, dan penciptanya 

disebut pengarang. Sebagaimana diketahui, dalam rangka hak kekayaan 

intelektual, khususnya hak cipta, pemilik suatu hak cipta mempunyai hak 

eksklusif, termasuk hak moral dan hak ekonomi. Sekalipun hak tersebut telah 

diberikan kepada orang lain, namun hak moral adalah hak pencipta atau penemu 

yang berkaitan dan berkaitan dengan hasil produksinya. Hak ekonomi, 

sebaliknya, adalah hak pencipta atau pemilik hak cipta untuk mendapatkan 

keuntungan atau menggunakan suatu ciptaan untuk tujuan ekonomi. contoh hak 

ekonomi meliputi hak penggandaan, hak penerbitan, hak adaptasi, hak 

 
7 Takdir. Pe.rlindungan dan Pe.ngalihan Atas Hak Atas Ke.kayaan Inte.le.ktual (Hak Cipta). 

Jurnal. Muamalah, 5(2), 100–106. 2019. hlm. 341. 
8 Rodiah, S. Rahasia Dagang dalam Hak Ke.kayaan Inte.le.ktual. Jakarta: CV. Kompas Siddha. 

2017. hlm. 222. 
9  Thalib. Hak Ke.kayaan Inte.le.ktual Indone.sia. Jakarta: PT Raja Grafindo Pe.rsada. 2018. hlm 

89. 
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penyebarluasan, hak atas program siaran dan hak atas rekaman suara yang 

diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang 28 Tahun 2014 tentang Hak 

Cipta.10 

Pemberian izin merupakan salah satu pilihan bagi seniman untuk 

menggunakan hak ekonominya, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 80 ayat (1). Agar pemilik hak 

cipta dapat menggunakan hak komersial atas ciptaannya, dokumen formal yang 

mereka berikan kepada pihak lain yang disebut lisensi harus memuat batasan 

atau persyaratan tertentu. Salah satu syarat yang dimaksud adalah pembayaran 

sejumlah uang atau royalti tertentu selama masa perizinan.11  Kuantitas dan cara 

pembayaran royalti juga akan diatur oleh ketentuan perjanjian lisensi. 

Perjanjian tersebut kemudian harus didaftarkan pada Kementerian Hukum dan 

Hak Asasi Manusia. Setelah itu, Menteri akan memasukkannya ke dalam 

pendaftaran perjanjian lisensi hak cipta.12 

Untuk menerima pembayaran atau imbalan atas transaksi yang melibatkan 

penggunaan kekayaan intelektualnya, pemilik hak kerja dapat berpartisipasi 

langsung dalam bentuk komersial hak kekayaan intelektual. Selain itu, pemilik 

mungkin memilih untuk memberikan hak kekayaan intelektualnya kepada 

pihak ketiga dengan imbalan uang atau keuntungan lainnya. Pemilik hak 

 
10 Hidayah, K. Hukum Hak Ke.kayaan Inte.le.ktual. Jakarta: Se.tara Pre.ss. 2017. hlm. 57. 
11  Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 te.ntang Hak Cipta. 
12 Syarifuddin.Pe.rjanjian Lise.nsi dan Pe.ndaftaran Hak Cipta. Bandung: Alumni. 2023. hlm. 

58. 
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kekayaan intelektual juga dapat mencegah orang lain menggunakan atau 

mengambil keuntungan dari karyanya.13 

Menurut ajaran hukum Islam, hak cipta adalah hak kepemilikan yang 

diakui. Sumber hukum yang menjadi dasar pembenaran perolehan hak 

kepemilikan properti mempunyai cakupan yang mendunia.14  Namun, Alquran 

mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk hak cipta, dan menjadi pedoman 

bagi umat Islam. Perspektif Islam terhadap hak cipta dijelaskan dalam dua ayat, 

yakni QS. surat al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi: 

 

 

Artinya: “Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil 

dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para 

hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta 

orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (Al-

Baqarah [2]:188).15 

 

Serta QS. al-Maidah ayat 38 yang berbunyi: 

 

 

 
13  Margono & Angkasa. Kome.rsialisasi Ase.t Inte.le.ktual Aspe.k Hukum Bisnis. Jakarta: 

Grame.dia Widiasarana Indone.sia. 2022. hal. 78. 
14  Sutisna. (2021). Pandangan Hukum Islam te.rhadap Hak Cipta. Mizan Journal Of Islamic 

Law, 5(1), 106. Re.trie.ve.d from https://www.jurnalfai-

uikabogor.org/inde.x.php/mizan/article./vie.w/927 
15 Ke.me.nte.rian Agama., K. Al-Qur’an dan Te.rje.mahannya E.disi Pe.nye.mpurnaan. Jakarta: 

Lajnah Pe.ntashihan Mushaf Al-Qur‟an Badan Litbang dan Diklat Ke.me.nte.rian Agama RI. 2019. 

hlm. 12 
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Artinya: “Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan 

keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan 

sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha 

Bijaksana.” (Al-Mā'idah [5]:38).16 

 

Hak Cipta tidak dijelaskan secara memadai dalam kedua ayat ini. 

Meskipun demikian, di dalamnya terdapat simpulan ungkapan dan kata-kata 

yang menegaskan larangan Allah untuk memanfaatkan harta orang lain tanpa 

persetujuannya.17 

Dalam industri musik, pelanggaran hak cipta sering terjadi dan dapat 

merugikan pemegang hak cipta. Misalnya saja perselisihan yang terjadi baru-

baru ini antara Once Mekel, mantan vokalis Dewa 19, dan Ahmad Dhani, 

pentolan (vokalis) band tersebut. Bermula pada tahun 2022 ketika Once 

membawakan lagu-lagu band Dewa 19 secara live tanpa persetujuan band, yang 

melanggar aturan hak kekayaan intelektual.18 

Suatu ketika Mekel, mantan vokalis band Dewa 19, dan Ahmad Dhani 

selaku pendiri dan anggota utama band tersebut, terlibat perselisihan pada Maret 

2023 setelah Ahmad Dhani secara terbuka melarang mantan vokalis itu 

membawakan lagu-lagu bandnya. Ahmad Dhani mengatakan hal itu saat 

menjalani tur Dewa 19 bersama personel lainnya dalam tur pertunjukan melalui 

beberapa lokasi. Selain itu, royalti dan pembayaran antara keduanya selama 

 
16 Ke.me.nte.rian Agama., K. Al-Qur’an dan Te.rje.mahannya E.disi Pe.nye.mpurnaan. Jakarta: 

Lajnah Pe.ntashihan Mushaf Al-Qur‟an Badan Litbang dan Diklat Ke.me.nte.rian Agama RI. 2019. 

hlm. 12 
17  Muftisany, H. Hak Cipta dalam Pandangan Islam. Bandung: Inte.ra. 2021. hlm. 23 
18 Re.zkisari, I. Kisruh Hak Cipta Ahmad Dhani vs Once.: Siapa Be.nar?. 2023. Re.trie.ve.d from 

https://analisis.re.publika.co.id/be.rita/ruo9ls328/kisruh-hak-cipta-ahmad-dhani-vs-once.-siapa-be.nar 
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pertunjukan adalah masalah lainnya. Namun Ahmad Dhani memberikan izin 

kepada Once Mekel untuk membawakan lagu Dewa 19 yang juga ia tulis.19 

Namun Event Organizer (EO) yang mengundang Once Mekel untuk 

mengisi panggung dan membawakan lagu-lagu yang bukan ciptaan aslinya, 

termasuk lagu Dewa 19, pada akhirnya yang harus bertanggung jawab 

membayar royalti, bukan Once Mekel. Suatu ketika Mekel memberikan 

penjelasan mengenai hal tersebut. Meski begitu, Ahmad Dhani menolak 

mengizinkan Once Mekel menyanyikan lagu Dewa 19 yang bukan ciptaan 

aslinya. Pasalnya, menurut Ahmad Dhani, Once Mekel sudah lama berhenti 

membayar royalti kepada Ahmad Dhani yang merupakan pencipta lagu 

tersebut.20 

Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta menyatakan, “Setiap orang, tanpa izin 

pencipta atau pemegang hak cipta, dilarang menggandakan dan/atau 

menggunakan ciptaannya secara komersial.” Ahmad Dhani menegaskan 

pendiriannya saat konferensi pers pada Mei 2023. Pada saat yang sama, Mekel 

mematuhi Pasal 23 ayat 5: “Setiap orang dapat mengkomersialkan suatu karya 

dalam suatu pertunjukan tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada pencipta 

dengan membayar imbalan kepada pencipta melalui Lembaga Manajemen 

Kolektif.”21 

 
19 CNN Indone.sia. Alasan Ahmad Dhani Larang Once. Nyanyikan Lagu De.wa 19. 2023. 

Re.trie.ve.d from https://www.cnnindone.sia.com/hiburan/20230329201646-227-931033/alasan-

ahmad-dhani-larang-once.-nyanyikan-lagu-de.wa-19 
20 CNN Indone.sia. Alasan Ahmad Dhani Larang Once. Nyanyikan Lagu De.wa 19. 2023. 

Re.trie.ve.d from https://www.cnnindone.sia.com/hiburan/20230329201646-227-931033/alasan-

ahmad-dhani-larang-once.-nyanyikan-lagu-de.wa-19 
21 CNN Indone.sia Once. dan Ahmad Dhani Be.be.r Hasil Me.diasi Soal Tarif Royalti. 2023. 

Re.trie.ve.d from https://www.cnnindone.sia.com/hiburan/20230418184552-227-939519/once.-dan-

ahmad-dhani-be.be.r-hasil-me.diasi-soal-tarif-royalti/1 
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Hal ini pula yang menjadikan perselisihan menjadi rumit karena UU Hak 

Cipta diatur menurut pendapat masing-masing individu. Karena sebagai 

pencipta lagu, Ahmad Dhani berhak melarang siapapun menyanyikan lagunya 

tanpa izin dan tanpa membayar royalti, kecuali jika penyanyi lain tidak 

mempunyai etika dan moral namun menyanyikan lagu orang lain sesuka hati 

untuk mendapatkan uang tanpa izin dari pencipta karyanya. Sedangkan Once 

Mekel yang menganut Pasal 23 UU Hak Cipta tetap dapat menyanyikan lagu 

orang lain dalam acara komersial dengan tetap membayar royalti melalui 

Lembaga Manajemen Kolektif (selanjutnya disebut LMK) tanpa izin pencipta 

lagu aslinya.22 

Dari contoh-contoh yang tertera di atas terlihat bahwa hak cipta memang 

merupakan hal yang wajib diperhatikan. Konflik dapat timbul karena adanya 

beberapa kejadian yang memberikan bukti nyata bahwa karya orang lain masih 

digunakan tanpa persetujuan pemilik hak cipta. Sekalipun sudah ada undang-

undang yang mengaturnya 

Jadi, dengan adanya Undang-Undang Hak Cipta dimaksudkan dapat 

melindungi hak-hak orang yang menciptakan suatu karya mulai dari gagasan 

dan ekspresi yang dibentuk dengan kemampuan intelektual. Salah satu jenis 

karya kreatif adalah mengarang lagu, yang mana penciptanya berhak 

mendapatkan keuntungan dari hasilnya, khususnya keuntungan finansial. 

 
22 CNN Indone.sia. Once. dan Ahmad Dhani Be.be.r Hasil Me.diasi Soal Tarif Royalti. 2023. 

Re.trie.ve.d from https://www.cnnindone.sia.com/hiburan/20230418184552-227-939519/once.-dan-

ahmad-dhani-be.be.r-hasil-me.diasi-soal-tarif-royalti/1 
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Penulis ciptaan pada akhirnya akan menerima keuntungan finansial ini dari 

pihak ketiga yang menggunakannya secara sah dan membayar royalti.23 

Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014 mengatur LMK sebagai badan 

hukum nirlaba yang diberi wewenang oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, 

dan/atau Pemilik Hak Terkait untuk mengelola hak ekonominya berupa 

pengumpulan dan kemudian pendistribusian royalti. Di sinilah peran LMK 

sebagai perantara antara pencipta karya dengan pihak lain yang memanfaatkan 

ciptaannya sangat diperlukan. Manfaat ekonomi tersebut nantinya akan 

diwujudkan melalui tugas LMK yang berperan sebagai perantara antara 

Pencipta dengan pihak lain.24 

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah disampaikan di atas, penulis 

ingin meneliti tentang bagaimana perlindungan hokum bagi pemilik Hak Cipta 

melarang pihak lain untuk menggunakan ciptaannya secara komersil meskipun 

sudah ada aturan yang berlaku. Berdasarkan uraian latar belakang di atas dan 

penjelasan yang sebelumnya disampaikan, peneliti merasa tertarik untuk 

meneliti topik penelitian skripsi dengan judul, "PERLINDUNGAN HUKUM 

HAK CIPTA KARYA MUSIK YANG DIBAWAKAN SECARA LIVE 

UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIL TANPA SEIZIN PENCIPTA”. 

 

 
23 Sihombing, G. K. (2019). Pe.ran Le.mbaga Manaje.me.n Kole.ktif. Jurnal Hukum Mahasiswa 

S2 Unive.rsitas Tanjungpura, 1(1), 1–7. 
24  Nainggolan, B.Kome.ntar Undang-Undang Hak Cipta, Ce.takan Pe.rtama,. Bandung: PT. 

Alumni. 2016. hal. 177. 

 



10 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:  

1. Bagaimana perlindungan hukum hak cipta karya musik yang dibawakan 

secara live untuk kepentingan komersil tanpa seiizin pencipta? 

2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum hak cipta karya musik yang 

dibawakan secara live untuk kepentingan komersil tanpa seiizin pencipta?  

3. Bagaimana penyelesaian permasalahan hukum pemegang hak cipta karya 

musik yang dibawakan secara live untuk kepentingan komersil tanpa izin 

pencipta?. 

 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam rumusan masalah di 

atas, maka tujuan penelitian ini adalah :  

1. Untuk mengetahui, meninjau dan menganalisis perlindungan hukum hak 

cipta karya musik yang dibawakan secara live untuk kepentingan komersil 

tanpa seiizin pencipta. 

2. Untuk mengetahui, meninjau dan menganalisis  pelaksanaan perlindungan 

hukum hak cipta karya musik yang dibawakan secara live untuk 

kepentingan komersil tanpa seiizin pencipta. 

3. Untuk mengetahui, meninjau dan menganalisis penyelesaian permasalahan 

hukum pemegang hak cipta karya musik yang dibawakan secara live untuk 

kepentingan komersil tanpa izin pencipta. 



11 

 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Penelitian penulis ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik secara 

teoritis maupun secara praktis.  

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan teori atau sumber bagi 

penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya di bidang hukum dan 

perlindungan hak cipta bagi pemilik ciptaan atau karya, sesuai dengan 

landasan peraturan perundang-undangannya yaitu UU No. 28 Tahun 2014 

tentang Hak Cipta. 

2. Secara Praktis  

Hasil penelitian ini peneliti harap untuk bisa menjadi literatur atau 

referensi sebagai sumber bagi para pembaca dalam mencari informasi 

mengenai perlindungan hukum pemegang hak cipta atas ciptaannya. Selain 

itu, diharapkan juga dapat memberikan informasi para ahli, praktisi, dan 

masyarakat umum terkait penyelesaian masalah hak cipta. 

Selain memberikan informasi dan mengedukasi para ahli, praktisi, dan 

masyarakat umum mengenai penyelesaian permasalahan hak cipta, peneliti 

berharap temuan penelitian ini dapat menjadi literatur atau referensi bagi 

pembaca yang mencari informasi mengenai perlindungan hukum terhadap 

pemegang hak cipta atas ciptaannya. 
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E. Terminologi 

Dalam penyusunan skripsi ini akan diuraikan istilah-istilah yang 

digunakan dalam judul skripsi “Perlindungan Hukum Hak Cipta Karya Musik 

yang Dibawakan secara live untuk kepentingan komersil Tanpa Seiizin 

Pencipta” yaitu sebagai berikut : 

1. Perlindungan Hukum 

Perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang di lakukan secara 

sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan 

mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan 

hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada.25 

2. Hak Cipta  

Hak cipta adalah hak ekslusif pencipta yang timbul secara otomatis 

berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam 

bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.26 

3. Karya musik 

Karya musik adalah hasil karya seni yang berupa bunyi atau suara yang 

memiliki irama, nada dan keselarasan.27 

 

4. Komersial 

 
25 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 te.ntang Hak Asasi Manusia. 
26 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 te.ntang Hak Cipta. 
27 Iskandar. Pe.mbe.lajaran Se.ni Musik. Sle.man: CV. Ze.e.nBook Publishing. 2023. hlm. 25. 
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Komersial adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan perdagangan 

atau bisnis, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.28  

5. Pencipta lagu 

Pencipta lagu disebut komponis atau penulis lagu (songwriter) adalah 

orang yang menciptakan komposisi musik, baik instrumental maupun vokal 

sekaligus menulis lirik untuk sebuah lagu.29 

 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah hak dan kewajiban yang dilakukan peneliti untuk 

mengumpulkan informasi dan bahan serta menyelidiki bahan yang diperoleh 

dari penelitian. Metodologi pada dasarnya memberikan pedoman tentang cara 

belajar, mengeksplorasi, dan menghadapi lingkungan yang dihadapi 

seseorang.30 

Berikut adalah beberapa metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini : 

1. Metode Pendekatan  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis 

normatif, yaitu dilakukan dengan menganalisis permasalahan sosial. Peneliti 

mengamati atau mengkaji peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi di 

masyarakat untuk mendapatkan gambaran umum mengenai lingkungan 

 
28 Runtunuwu, Y. B.. Hukum Pe.rusahaan. Padang: CV. Gita Le.nte.ra. 2023. hlm. 37. 
29 Nurwati. Hak Cipta Karya Musik dan Lagu. Bojone.goro: Pe.ne.rbit Kbm Indone.sia. 2024. 

hlm. 245. 
30 Sugiyono. Me.tode. Pe.ne.litian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Afabe.ta. 2019. 

hlm. 34. 
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hukum yang berfungsi berdasarkan hukum positif.31  Dalam penelitian ini, 

para peneliti menyelidiki teori, konsep, prinsip hukum, aturan, dan regulasi 

terkait penelitian, khususnya yang berkaitan dengan hak cipta dalam 

komposisi musik. Oleh karena itu, penulis skripsi ini menyelidiki 

perlindungan hukum hak cipta atas pertunjukan musik live untuk tujuan 

komersial tanpa persetujuan pencipta. 

2. Spesifikasi Penelitian  

Pada penelitian ini peneliti menggunakan penelitian hukum bersifat 

deskriptif analisis. Deskriptif analisis yakni data yang diberikan oleh 

partisipan baik lisan ataupun tertulis serta perilaku nyata yang diselidiki dan 

dipelajari secara keseluruhan utuh. Peneliti mengidentifikasi apakah data 

atau bahan hukum tersebut relevan atau tidak berkaitan dengan bahan 

penelitian agar dapat membedakan mana yang penting bagi penelitian dan 

mana yang tidak.32  

Penelitian hukum deskriptif analitis digunakan dalam penelitian ini. 

Analisis deskriptif mencakup informasi yang diberikan partisipan secara 

lisan atau tertulis, serta perilaku aktual yang diteliti dan dipelajari secara 

holistik. Peneliti menentukan apakah data atau bahan hukum tersebut relevan 

dengan bahan penelitian guna menentukan apa yang penting dan tidak 

penting bagi penelitian.33 

 
31 Askin, M. Pe.ne.litian Hukum Normatif: Analisis Putusan Hakim. Jakarta: Pre.nada Me.dia. 

2023. hlm.89. 
32 Muhaimin. Me.tode. Pe.ne.litian Hukum. Mataram: Mataram Unive.rsity Pre.ss. 2020. hlm. 87. 
33  Muhaimin. Me.tode. Pe.ne.litian Hukum. Mataram: Mataram Unive.rsity Pre.ss. 2020. hlm. 

87. 
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Saat melakukan analisis kualitatif, kualitas data dan bahan hukum 

sangatlah penting. Hal ini menyiratkan bahwa peneliti sebaiknya hanya 

memeriksa data atau makalah hukum yang dapat diandalkan. Oleh karena 

itu, dalam analisis kualitatif, mengetahui kebenaran peraturan hukum sama 

pentingnya dengan menemukan kebenaran itu sendiri. Gambaran 

komprehensif tentang perlindungan hukum hak cipta atas karya musik yang 

dibawakan secara live untuk tujuan komersial tanpa persetujuan pencipta 

disajikan melalui penelitian deskriptif dalam makalah ini. 

3. Jenis dan Sumber Data  

Dalam melakukan penelitian, penulis memerlukan beberapa sumber 

data penelitian. Jenis sumber data yang dapat digunakan adalah data 

sekunder. Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan langsung oleh 

peneliti sebagai penunjang data primer. Data sekunder terdiri dari bahan 

pustaka yang digunakan sebagai landasan teori dalam menganalisis data dan 

permasalahan.34 Materi tersebut meliputi buku literatur, teori, serta peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Data sekunder dibedakan menjadi tiga 

jenis, yaitu: 

a. Bahan Hukum Primer  

Peraturan perundang-undangan merupakan salah satu jenis 

bahan hukum yang dianggap primer.35  Peraturan perundang-

undangan yang diterapkan adalah yang relevan dengan penelitian 

 
34 Arikunto, S. Prose.dur Pe.ne.litian Se.bagai Suatu Pe.nde.katan Praktik. Jakarta: Rine.ka 

Cipta. 2016. hlm. 36. 
35 Ahmad, A. Buku Ajar Me.tode. Pe.ne.litian & Pe.nulisan Hukum. Jambi: PT. Sonpe.dia 

Publishing Indone.sia. 2024. hlm. 234. 
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yang dilakukan. Bahan hukum utama yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 

(UUD 1945) Amandemen IV 

2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) 

3) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 

b. Bahan hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum pelengkap 

dari bahan hukum primer seperti buku, jurnal hukum, doktrin, 

yurisprudensi, dan karya ilmiah yang membahas permasalahan yang 

disoroti.36 Bahan hukum sekunder juga memberikan penjelasan 

analitis terhadap bahan hukum primer pada penelitian ini bahan 

hukum yang digunakan yaitu terkait hak cipta lagu. 

c. Bahan Hukum Tersier  

Sumber hukum tersier adalah sumber hukum yang bersifat 

pelengkap untuk memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan 

kepada sumber hukum primer dan sekunder.37 Keberadaan bahan 

hukum tersier yang termasuk dalam penelitian seperti Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, dan internet. 

 

 

 
36 Askin, M. Pe.ne.litian Hukum Normatif: Analisis Putusan Hakim. Jakarta: Pre.nada Me.dia. 

2023. hlm. 89. 
37 Ahmad, A. Buku Ajar Me.tode. Pe.ne.litian & Pe.nulisan Hukum. Jambi: PT. Sonpe.dia 

Publishing Indone.sia. 2024. hlm. 234. 
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4. Metode Pengumpulan Data  

Proses pengumpulan informasi yang diperlukan untuk penelitian 

dikenal dengan metode pengumpulan data.38  Data sekunder digunakan 

dalam penelitian ini. data sekunder dikumpulkan melalui cara tidak 

langsung, seperti tinjauan literatur dan pencatatan. Peneliti menggunakan 

berbagai sumber untuk mengumpulkan data literatur, antara lain undang-

undang hak cipta, buku-buku tentang hak kekayaan intelektual khususnya 

hak cipta, jurnal tentang hak cipta, temuan penelitian ilmiah, ensilopedia, dan 

materi lain tentang perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta atas karya 

musik terkait dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak 

Cipta. 

Kedua informasi tersebut akan penulis kumpulkan untuk diteliti 

kebenarannya dan tanggung jawabnya ke depan, dan hasil pengolahan data 

tersebut akan disajikan dalam bentuk karangan hukum. 

5. Metode Analisis Data 

Kajian penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang 

terdapat dalam berbagai undang-undang, peraturan, dan putusan pengadilan 

merupakan jenis spesifikasi penelitian yuridis kualitatif yang digunakan 

dalam penelitian ini.39 Penelitian ini menggunakan analisis yuridis kualitatif, 

yaitu melalui pembacaan dokumen hukum secara mendalam, sebagaimana 

lazim dilakukan dalam penelitian hukum normatif. Di sini, peneliti akan 

 
38 Arikunto, S. Prose.dur Pe.ne.litian Se.bagai Suatu Pe.nde.katan Praktik. Jakarta: Rine.ka 

Cipta. 2016. hlm. 36. 
39  Ali, Z. Me.tode. Pe.ne.litian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. 2021. hlm. 28 
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menarik kesejajaran antara kesimpulan analisis dan permasalahan dalam 

kasus Ahmad Dhani untuk memberikan penilaian yang tidak memihak dan 

menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. 

G. Sistematika Penulisan 

Penulis skripsi ini berhak mendapatkan perlindungan hukum hak cipta 

atas karya musik yang dibawakan secara live untuk tujuan komersial tanpa 

persetujuan pencipta. Untuk mempermudah dalam membaca skripsi, penulis 

ingin memberikan gambaran umum mengenai skripsi, sehingga akan 

memudahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi. Ini termasuk: 

BAB I   PENDAHULUAN 

 Pada bab ini berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan 

BAB II   TINJAUAN PUSTAKA   

 Pada bab ini penulis akan menjabarkan mengenai tinjauan umum 

terhadap peran kepolisian dalam penyidikan, tinjauan umum 

terhadap anak, perilaku perundungan (bullying) yang 

menyebabkan korban meninggal dunia. 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Dalam bab ini penulis menguraikan sesuai dengan rumusan 

masalah. 

BAB IV   Penutup 
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 Bab ini berisi simpulan yang berupa jawaban dari rumus masalah 

selepas dilaksanakan pembahasan serta saran-saran yang 

merupakan anjuran penulis dari hasil penelitian 
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BAB II 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Umum  Tentang Perlindungan Hukum 

1. Pe.nge.rtian Pe.rlindungan hukum  

Se.tiap warga ne.gara me.mpunyai hak atas pe.rlindungan hukum, namun 

ne.gara juga me.mpunyai ke.wajiban untuk me.mbe.rikannya. Ole.h kare.na itu, 

ne.gara wajib me.mbe.rikan pe.rlindungan hukum ke.pada warganya. Pada 

hakikatnya gagasan pe.ngakuan dan pe.mbe.laan harkat dan martabat manusia 

me.rupakan landasan pe.rlindungan hukum bagi masyarakat. Artinya tidak 

bole.h ada prasangka dalam pe.ngakuan dan pe.mbe.laan hak-hak te.rsangka 

se.bagai bagian dari hak asasi manusia. Untuk me.mbe.rikan rasa aman 

ke.pada saksi dan/atau korban, pe.rlindungan hukum me.ncakup se.gala upaya 

untuk me.ne.gakkan hak dan me.mbe.rikan dukungan. Hal ini dapat dicapai 

me.lalui re.stitusi, kompe.nsasi, pe.rawatan me.dis, dan bantuan hukum.40 

De.ngan kata lain, pe.rlindungan hukum me.rupakan pe.rwujudan pe.ran 

hukum, yaitu me.mbe.rikan ke.adilan, ke.te.rtiban, ke.pastian, ke.maslahatan, 

dan ke.damaian. De.finisi pe.rlindungan hukum be.rbe.da-be.da di kalangan 

para ahli. Me.nurut C.S.T. Kansil, salah satunya adalah pe.rlindungan 

hukum, yaitu se.rangkaian tindakan hukum yang harus dilakukan aparat 

 
40 Soe..kanto, S. Pe..ngantar Pe. .ne..litian Hukum. Jakarta: UI Pre. .ss. 2019. hml. 67 
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pe.ne.gak hukum untuk me.mbe.rikan rasa aman lahir dan batin ke.pada 

masyarakat te.rhadap ancaman dan campur tangan dari sumbe.r manapun.41 

Me.nurut Satjipto Rahardjo, pe.rlindungan hukum dimaksudkan agar 

orang lain tidak me.langgar hak asasi manusianya dan agar me.re.ka dapat 

me.manfaatkan se.luruh hak yang te.lah dibe.rikan undang-undang te.rse.but. 

Pe.rlindungan hukum adalah suatu tindakan yang dilakukan pe.me.rintah 

me.lalui aparat pe.ne.gak hukum de.ngan me.nggunakan te.knik te.rte.ntu 

be.rdasarkan pe.raturan pe.rundang-undangan yang be.rlaku untuk me.lindungi 

se.tiap individu dari pe.langgaran hukum atau pe.langgaran hak orang lain. 

Hal ini me.rupakan upaya untuk me.njunjung tinggi hak-hak se.tiap warga 

ne.gara, te.rutama pe.rlindungan te.rhadap pe.rilaku nakal aparat pe.ne.gak 

hukum.42 

Se.bagai ne.gara hukum yang be.rdasarkan Pancasila, Indone.sia wajib 

me.mbe.rikan pe.rlindungan hukum ke.pada masyarakatnya. Dalam ne.gara 

ke.satuan yang me.njaga se.mangat ke.ke.luargaan de.mi te.rcapainya 

ke.se.jahte.raan be.rsama, maka akan te.rwujud pe.ngakuan dan pe.mbe.laan hak 

asasi manusia baik bagi individu maupun makhluk sosial.43 

Kata ke.rja “me.lindungi” (me.mbe.la, me.nce.gah, me.nguatkan, dan 

me.lindungi) me.rupakan akar kata “me.lindungi” dalam Kamus Be.sar 

Bahasa Indone.sia. Di sisi lain, “pe.rlindungan” me.ngacu pada konse.rvasi. 

 
41 Kansil, C. S. Pe. .ngantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indone. .sia. Jakarta: Balai Pustaka. 

2019. hlm. 58 
42 Rahardjo, S. Hukum dan Pe. .rubahan Sosial : Suatu Tinjauan Te..ore..tis Se..rta Pe. .ngalaman-

Pe. .ngalaman di Indone..sia. Yogyakarta: Ge. .nta. 2019. hlm. 87 
43 Sudrajat, T. Pe. .rlindungan Hukum te. .rhadap Tindakan Pe. .me..rintahan. Jakarta: Bumi 

Aksara. 2021. hlm. 67. 
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Se.cara umum, pe.rlindungan me.ngacu pada me.lindungi se.suatu dari unsur-

unsur be.rbahaya, yang dapat me.ncakup barang, ke.pe.ntingan, atau produk. 

Se.lain itu, pe.rlindungan juga bisa me.rujuk pada pe.rtahanan yang dibe.rikan 

ole.h individu yang le.bih kuat ke.pada individu yang le.bih le.mah. Ole.h 

kare.na itu, pe.rlindungan hukum dapat dide.finisikan se.bagai pe.rlindungan 

yang dibe.rikan ole.h hukum atau me.lalui pe.nggunaan le.mbaga dan sumbe.r 

daya hukum.44 

Pe.rlindungan hukum yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 

39 Tahun 1999 te.ntang Hak Asasi Manusia adalah se.gala tindakan yang 

dilakukan de.ngan se.ngaja ole.h pe.rse.orangan, pe.me.rintah, dan organisasi 

swasta untuk me.njamin, me.ngurus, dan me.me.nuhi ke.se.jahte.raan hidup 

se.suai de.ngan hak asasi manusia yang te.lah dite.tapkan.45 

Otoritas te.rtinggi di masyarakat, te.rmasuk pe.me.rintah dan pe.ne.gak 

hukum, be.rupaya me.njaga ke.je.lasan hukum dan me.lindungi hak-hak warga 

ne.gara dari pe.langgaran. Hal ini dike.nal se.bagai pe.rlindungan hukum. Jika 

hak-hak ini dilanggar, pe.langgar dapat me.nghadapi hukuman se.suai de.ngan 

undang-undang te.rkait.46 

 

 

 

 
44 Amir, C. Pe..rlindungan Hukum te. .rhadap Be..nda Sitaan dalam Siste..m Pe. .radilan Pidana. 

Surabaya: Jakad Me..dia Publishing. 2019. hlm. 89. 
45 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 te. .ntang Hak Asasi Manusia. 
46 Sudrajat, T. Pe. .rlindungan Hukum te. .rhadap Tindakan Pe. .me..rintahan. Jakarta: Bumi 

Aksara. 2021. hlm. 123 
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2. Be.ntuk Pe.rlindungan Hukum 

Me.lindungi subje.k hukum me.lalui pe.raturan pe.rundang-undangan 

yang se.suai dan me.ne.gakkan pe.ne.rapannya me.lalui hukuman dike.nal 

se.bagai pe.rlindungan hukum. Ada dua je.nis pe.rlindungan hukum, yaitu:47 

a) Pe.rlindungan Hukum Pre.ve.ntif, me.rupakan pe.rlindungan yang 

dibe.rikan ole.h pe.me.rintah de.ngan tujuan untuk me.nce.gah se.be.lum 

te.rjadinya pe.langgaran. Hal ini te.rdapat dalam pe.rundang-undangan 

de.ngan maksud untuk me.nce.gah suatu pe.langgaran se.rta me.mbe.rikan 

rambu-rambu atau batasan-batasan dalam me.lakukan suatu ke.wajiban. 

b) Pe.rlindungan Hukum Re.pre.sif, me.rupakan pe.rlindungan akhir be.rupa 

sanksi se.pe.rti de.nda, pe.njara, dan hukuman tambahan yang dibe.rikan 

apabila sudah te.rjadi se.ngke.ta atau te.lah dilakukan suatu pe.langgaran 

Suatu siste.m pe.raturan hukum dan te.knik-te.knik te.rte.ntu yang be.rsifat 

pre.ve.ntif dan re.pre.sif digunakan untuk me.mbe.rikan pe.rlindungan hukum 

ke.pada subje.k hukum. Hal ini me.mbe.rikan contoh bagaimana hukum itu 

se.ndiri be.rfungsi untuk me.wujudkan ke.adilan, ke.te.rtiban, ke.pastian, 

ke.maslahatan, dan pe.rdamaian. Pe.rlindungan hukum dapat dipahami 

se.bagai pe.mbe.laan ole.h hukum me.lalui pe.nggunaan le.mbaga dan sumbe.r 

daya hukum.48  Ada cara lain untuk me.mbe.rikan pe.rlindungan hukum, 

se.pe.rti: 

 
47 Muchsin. Pe..rlindungan dan Ke. .pastian Hukum Bagi Inve. .stor di Indone..sia. Unive..rsitas 

Se..be..las Mare. .t. 2023. hlm. 69 
48 Wulandari, R. Pe. .rlindungan Hukum Pe. .gawai Pe. .me..rintah de. .ngan Pe..rjanjian Ke. .rja di 

Rumah Sakit Umum Dae. .rah. Surabaya: Scopindo Me. .dia Pustaka. 2020. hlm. 48 
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a) Me.mbuat pe.raturan yang be.rtujuan untuk: 

(1) Me.mbe.rikan hak dan ke.wajiban; dan 

(2) Me.njamin hak-hak para subje.k hukum. 

b) Me.ne.gakkan pe.raturan, me.lalui: 

(1) Hukum Administrasi Ne.gara, be.rtujuan untuk me.nce.gah te.rjadinya 

pe.langgaran hak-hak konsume.n de.ngan pe.rizinan dan pe.ngawasan; 

(2) Hukum Pidana, be.rtujuan untuk me.nanggulangi pe.langgaran hak 

para subje.k hukum de.ngan me.mbe.rikan sanksi pidana; dan 

(3) Hukum Pe.rdata, be.rtujuan untuk me.mulihkan hak de.ngan 

me.mbayar kompe.nsasi atau ganti ke.rugian.49 

 

B. Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual 

1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual 

Nama lain dari Hak Ke.kayaan Inte.le.ktual (HAKI) adalah Hak 

Ke.kayaan Inte.le.ktual (HAKI). Hak Ke.kayaan Inte.le.ktual (HAKI) pada 

hakikatnya be.rkaitan langsung de.ngan barang tak be.rwujud dan juga 

me.njaga karya cipta inte.le.ktual yang dihasilkan dari ke.ce.rdikan, e.mosi, dan 

prakarsa manusia. Aturan e.ksklusif yang dike.nal se.bagai hak ke.kayaan 

inte.le.ktual adalah milik pe.ncipta yang te.rlibat dalam upaya kre.atif dan 

inte.le.ktual yang baru dan khas. Ke.majuan ilmu pe.nge.tahuan, sastra, se.ni, 

dan te.knologi se.muanya dapat dianggap se.bagai hasil inte.le.ktual pe.ncipta. 

Ke.mampuan inte.le.ktual manusia te.naga, pikiran, waktu, se.ntime.n, dan 

 
49 Muchsin. Pe. .rlindungan dan Ke. .pastian Hukum Bagi Inve. .stor di Indone..sia. Unive..rsitas 

Se..be..las Mare. .t. 2023. hlm. 69 
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hasil intuisi atau hati nurani digunakan untuk me.nghasilkan karya di bidang 

hak ke.kayaan inte.le.ktual.50 

Hak untuk me.miliki karya yang me.rupakan hasil ke.ce.rdasan 

manusia di bidang ilmu pe.nge.tahuan, te.knologi, dan pe.nge.tahuan dike.nal 

de.ngan ke.kayaan inte.le.ktual, atau IP. Pe.ke.rjaan-pe.ke.rjaan yang 

me.me.rlukan pe.nge.luaran waktu, te.naga, dan sumbe.r daya ini me.rupakan 

hasil ke.ce.rdasan manusia. Upaya inte.le.ktual ini me.rupakan ase.t yang 

signifikan kare.na pe.ngorbanan yang dilakukan dalam pe.nciptaannya.51 

2. Ruang Lingkup Hak Ke.kayaan Inte.le.ktual 

Ada dua aspe.k dalam lingkup ke.kayaan inte.le.ktual. Pe.rtama, 

kate.gorisasi konve.nsional didasarkan pada WIPO de.ngan me.ne.laah aturan-

aturan yang me.ngaturnya dalam pe.rjanjian inte.rnasional, khususnya 

Konve.nsi Paris te.ntang Hak-Hak Industri dan Konve.nsi Inte.rnasional 

te.ntang Hak Cipta (Konve.nsi Be.rn 1886). Ke.dua, pe.ngorganisasian 

me.nurut sumbe.r yang sah.52 

Me.nurut He.nry Sulistyo Budi, ke.kayaan inte.le.ktual dipisahkan 

me.njadi dua kate.gori be.rbe.da. Hak cipta dan hak yang be.rkaitan de.ngan 

hak cipta (hak yang be.rte.tangga) adalah yang pe.rtama. Me.skipun hak-hak 

te.rkait dibe.rikan ke.pada artis, produse.r re.kaman suara, dan le.mbaga 

pe.nyiaran se.bagai hasil dari aktivitas yang be.rkaitan de.ngan hak cipta, hak 

 
50 Suryo, T. Hak Ke..kayaan Inte. .le..ktual (HKI) di E..ra Global. Jakarta: Graha Ilmu. 2020. hm. 

48 
51 Damian, E... Hukum Hak Cipta. Bantul: Sinar Grafika. 2015. hlm. 68 
52  Djumhana & Djubae. .dillah. Hak Milik Inte. .le..ktual (Se. .jarah, Te..ori, dan Praktiknya di 

Indone. .sia). Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2023. hlm. 39 
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cipta te.rcipta ke.tika karya di bidang sains, se.ni, dan sastra diwujudkan. 

Yang ke.dua adalah hak milik industri, yang khususnya be.rkaitan de.ngan 

industri dan me.ncakup hal-hal se.pe.rti rahasia dagang, pate.n, me.re.k, dan 

de.sain tata le.tak topografi sirkuit inte.grasi. Pe.rlindungan varie.tas tanaman 

adalah prioritas be.rikutnya. Hasil pe.ne.muan atau pe.ne.muan yang 

me.mpunyai pe.ne.rapan industri me.rupakan kompone.n ke.kayaan industri 

yang paling signifikan.53 

Ada be.be.rapa kate.gori ke.kayaan inte.le.ktual, te.rmasuk hak cipta dan 

hak yang te.rkait de.ngan hak cipta dan ke.kayaan industri. De.ngan 

me.ngklasifikasikan ke.kayaan inte.le.ktual me.nurut sifat tradisionalnya yang 

te.rlihat dalam tradisi nasional, klasifikasi ini be.rupaya me.mpe.rmudah 

pe.mahamannya. Klasifikasi ini be.rsifat konve.nsional kare.na konsiste.n 

de.ngan se.jarah ke.kayaan inte.le.ktual, yang me.mbuat asumsi te.ntang 

se.be.rapa e.rat kaitan hak de.ngan ope.rasi industri. Namun anggapan ini tidak 

be.rlaku lagi kare.na sulit me.mbe.dakan antara hak cipta dan hak industri. 

Film dan re.kaman suara, misalnya, dilindungi ole.h re.zim hak cipta 

me.skipun dikaitkan de.ngan ope.rasi industri (jasa).54 

3. Prinsip-Prinsip Hak Ke.kayaan Inte.le.ktual 

Hak Ke.kayaan Inte.le.ktual (HKI) me.rupakan se.pe.rangkat hak 

hukum yang dibe.rikan ke.pada individu atau organisasi atas hasil ciptaan 

atau inovasi me.re.ka. Hak Ke.kayaan Inte.le.ktual be.rtujuan untuk 

 
53 Gautama, S. Se. .gi-se..gi Hukum Ke. .kayaan Inte. .le. .ktual (Re. .visi). Bandung: E. .re..sco. 2015. hlm. 

38 
54 Damian, E... Hukum Hak Cipta. Bantul: Sinar Grafika. 2015. hlm. 68 
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me.lindungi karya kre.atif, pe.ne.muan, dan ide.ntitas me.re.k agar pe.ncipta 

atau pe.miliknya dapat me.mpe.role.h manfaat e.konomi dari ciptaan 

me.re.ka.55 

Prinsip- prinsip dasar Hak Ke.kayaan Inte.le.ktual, yaitu:56 

1) Prinsip E.ksklusivitas 

Pe.milik HKI me.mpunyai hak tunggal untuk me.nggunakan dan 

me.ngambil ke.untungan dari ciptaannya. Artinya, ciptaan te.rse.but 

hanya dapat digunakan ole.h pe.miliknya atau atas pe.rse.tujuan 

pe.miliknya. Hak untuk me.re.produksi, me.ndistribusikan, dan 

me.mame.rkan karya adalah be.be.rapa contoh dari hak e.ksklusif 

te.rse.but. 

2) Prinsip Pe.mbe.rian Waktu Te.rbatas 

Masing-masing je.nis HKI me.mpunyai jangka waktu te.rte.ntu 

se.lama be.rlakunya hak e.ksklusif te.rse.but, yang me.nunjukkan bahwa 

HKI tidak be.rsifat abadi. Ciptaan atau pe.ne.muan te.rse.but me.njadi 

domain publik se.te.lah jangka waktu te.rse.but habis, artinya siapa pun 

dapat me.nggunakannya tanpa me.mpe.role.h izin. Hak cipta, misalnya, 

be.rlaku se.umur hidup pe.nciptanya ditambah 70 tahun se.te.lah 

pe.nciptanya me.ninggal. 

3) Prinsip Ke.wajiban Pe.ndaftaran 

 
55 Hawin. Isu-Isu Pe. .nting Hak Ke. .kayaan Inte. .le..ktual di Indone..sia. Yogyakarta: UGM PRE..SS. 

2022. hal. 96 
56 Susilowati, E... Hak Ke. .kayaan Inte. .le..ktual (HKI) di Indone. .sia: Te. .ori dan Praktik. Padang: 

Takaza Innovatix Labs. 2023. hlm. 78 
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Untuk me.ndapatkan pe.rlindungan hukum, be.ntuk HKI te.rte.ntu, 

te.rmasuk pate.n dan me.re.k dagang, pe.rlu didaftarkan se.cara re.smi pada 

organisasi pe.me.rintah. Tujuan pe.ndaftaran ini adalah untuk 

me.mve.rifikasi hak dan me.mfasilitasi pe.ne.gakannya di pe.ngadilan. 

4) Prinsip Ke.aslian dan Ke.baruan  

Karya atau inovasi harus unik dan baru agar me.me.nuhi syarat 

pe.rlindungan HKI. Agar suatu pate.n dapat dibe.rikan, pe.ne.muan 

te.rse.but harus baru dan me.ngandung unsur inovatif yang tidak dapat 

diantisipasi ole.h orang yang me.miliki kompe.te.nsi tingkat tinggi. 

Se.baliknya, karya be.rhak cipta harus me.rupakan pe.rwujudan unik dari 

pe.mikiran pe.nulisnya. 

5) Prinsip Te.ritorialitas  

Kare.na HKI be.rsifat te.ritorial, maka pe.rlindungannya te.rbatas pada 

ne.gara atau wilayah yang me.mbe.rikannya. Pe.milik HKI harus 

me.ngajukan pe.rmohonan di masing-masing ne.gara atau me.nggunakan 

pe.rjanjian inte.rnasional se.pe.rti Pe.rjanjian Madrid untuk me.re.k dagang 

atau Pe.rjanjian Pate.n Kope.rasi (PCT) untuk pate.n agar bisa 

me.ndapatkan pe.rlindungan di ne.gara lain. 

6) Prinsip Fair Use. dan Pe.nge.cualian   

Me.skipun pe.milik HKI me.miliki hak e.ksklusif, ada pe.nge.cualian 

yang me.mungkinkan pe.nggunaan karya tanpa izin dalam kondisi 

te.rte.ntu, se.pe.rti untuk tujuan pe.ndidikan, pe.ne.litian, atau parodi. Ini 

dike.nal se.bagai prinsip "fair use." atau "fair de.aling" dalam be.be.rapa 
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yurisdiksi. 

 

 

7) Prinsip Non-Discriminasi  

Me.nurut Pe.rjanjian TRIPS (Trade.-Re.late.d Aspe.cts of Inte.lle.ctual 

Prope.rty Rights), ne.gara-ne.gara anggota WTO harus me.mbe.rikan 

pe.rlindungan HKI se.cara non-diskriminatif te.rhadap warga ne.gara 

asing dan dome.stik. Ini be.rarti pe.rlindungan HKI harus sama, te.rle.pas 

dari ke.wargane.garaan pe.milik hak te.rse.but. 

8) Prinsip Ke.se.imbangan  

HKI be.rupaya me.ncapai ke.se.imbangan antara ke.pe.ntingan 

umum dan ke.pe.ntingan pe.ncipta atau pe.milik. Di satu sisi, de.ngan 

me.mbe.rikan hak e.ksklusif, HKI me.ndorong kre.ativitas dan inovasi. 

Namun, pe.mbatasan dan pe.nge.cualian dite.rapkan untuk me.nce.gah 

monopoli yang tidak se.me.stinya dan me.njamin bahwa karya dan 

informasi dapat diakse.s ole.h masyarakat umum. 

De.ngan me.mbe.rikan hak tunggal ke.pada pe.ncipta atau pe.ne.mu atas 

ciptaannya, prinsip-prinsip HKI be.rtujuan me.ndorong kre.ativitas dan 

inovasi. Namun, de.ngan me.ne.rapkan pe.mbatasan waktu te.rhadap hak 

e.ksklusif dan me.ne.tapkan pe.nge.cualian spe.sifik te.rhadap pe.nggunaan 

yang tidak dibatasi, prinsip ini juga me.mpe.rtimbangkan ke.pe.ntingan 

publik. Hak-hak masyarakat dan komunitas te.rlindungi ke.tika konse.p-

konse.p ini dite.rapkan de.ngan be.nar, se.hingga me.numbuhkan suasana yang 
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me.ndorong ke.majuan budaya dan te.knologi.57 

 

C. Tinjauan Umum Hak Cipta 

1. Pe.nge.rtian Hak Cipta 

Me.nurut ke.te.ntuan pe.raturan pe.rundang-undangan, hak ke.kayaan 

inte.le.ktual me.rupakan ase.t yang me.me.rlukan pe.rlindungan hukum 

se.pe.nuhnya ole.h ne.gara. Hak cipta, pate.n, me.re.k, pe.rlindungan varie.tas 

tanaman, rahasia dagang, de.sain industri, dan de.sain tata le.tak sirkuit 

te.rpadu me.rupakan contoh kre.asi inte.le.ktual manusia yang me.nghasilkan 

ke.kayaan inte.le.ktual.58 

Hak Cipta adalah hak yang dibe.rikan se.cara e.ksklusif ke.pada 

pe.ncipta se.ge.ra se.te.lah ciptaannya diwujudkan dalam be.ntuk konkrit, 

se.suai de.ngan asas de.klaratif. Hal ini be.rlaku tanpa me.ngurangi batasan 

yang dibe.rikan ole.h hukum. Hak e.ksklusif pe.ncipta yang timbul de.ngan 

se.ndirinya be.rdasarkan asas de.klaratif se.te.lah suatu ciptaan diwujudkan 

dalam be.ntuk nyata tanpa me.ngurangi batasan-batasan se.suai de.ngan 

ke.te.ntuan pe.raturan pe.rundang-undangan, dide.finisikan se.bagai hak cipta 

dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 te.ntang Hak 

Cipta.59 

Se.se.orang atau se.ke.lompok orang yang se.cara se.ndiri-se.ndiri atau 

be.rsama-sama me.nciptakan suatu pe.ne.muan yang unik dan be.rsifat pribadi, 

 
57 Susilowati, E... Hak Ke..kayaan Inte. .le..ktual (HKI) di Indone. .sia: Te..ori dan Praktik. Padang: 

Takaza Innovatix Labs. 2023. hlm. 98 
58 Syafrinaldi & Fahmi, & F. Hak Ke. .kayaan Inte. .le..ktual. Pe..kanbaru: Suska Pre. .ss. 2018. hlm. 

89 
59 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014. te. .ntang Hak Cipta. 
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de.mikian juga dide.finisikan se.bagai ciptaan be.rdasarkan Pasal 1 Angka 2 

dan 3 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 te.ntang Hak Cipta. 

Se.baliknya, pe.nciptaan adalah se.tiap usaha kre.atif dalam bidang ilmu 

pe.nge.tahuan, se.ni, dan sastra yang diwujudkan dalam be.ntuk nyata dan 

me.rupakan hasil inspirasi, bakat, kre.ativitas, imajinasi, ke.tangkasan, 

ke.te.rampilan, atau ke.ahlian.60 

Pasal 40 Angka 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 te.ntang Hak 

Cipta, me.nje.laskan bahwa ciptaan yang dilindungi me.liputi ciptaan dalam 

bidang ilmu pe.ngatahuan, se.ni, dan sastra te.rdiri atas : 

a) Buku, pamfle.t, pe.rwajahan karya tulis yang dite.rbitkan, dan 

se.mua hasil karya tulis lainya; 

b) Ce.ramah, kuliah, pidato, dan ciptaan se.je.nis lainya; 

c) Alat praga yang dibuat untuk ke.pe.ntingan pe.didikan dan ilmu 

pe.ngatahuan; 

d) Lagu/musik de.ngan/tanpa te.ks; 

e) Drama,drama musikal, tari, kore.ografi, pe.wayangan, dan 

pantonim; 

f) Karya se.ni rupa dalam se.gala be.ntuk se.pe.rti lukisan, gambar, 

ukiran, kaligrafi, se.ni pahat, patung atau kolase.; 

g) Karya se.ni trapan; 

h) Karya se.ni arsikte.ktur; 

i) Pe.ta; 

j) Karya se.ni batik atau se.ni motif lain; 

k) Karya potografi; 

l) Potre.t; 

m) Karya se.nimatografi; 

n) Te.rje.mahan, tafsir, saduran, banga rampai, basis data, 

adaptasi, aranse.me.n, modifikasi, dan karya lain dari hasil 

transformasi; 

o) Te.rje.mahan, adaptasi, aranse.me.n, transformasi, atau 

modifikasi e.kspre.si budaya tradisional; 

p) Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat 

 
60  Undang-Undang No. 28 Tahun 2014. te. .ntang Hak Cipta. 
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dibaca de.ngan Program Kompute.r maupun me.dia lainnya; 

q) Kompilasi e.kspre.si budaya tradisional se.lama kompilasi 

te.rse.but me.rupakan karya yang asli; 

r) Pe.rmainan vide.o; dan 

s) Program Kompute.r. 

 

 

2. Subye.k dan Obye.k Hak Cipta 

Me.nurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 

te.ntang Hak Cipta, pe.ncipta adalah orang pe.rse.orangan atau se.ke.lompok 

orang yang baik se.ndiri maupun be.rsama-sama me.nghasilkan suatu karya 

se.ni yang me.mpunyai sifat khas dan pe.rse.orangan. Pe.ncipta, pihak yang 

se.cara sah me.mpe.role.h hak dari Pe.ncipta, atau pihak lain yang 

me.mpe.role.h hak tambahan dari orang yang me.mpe.role.h hak se.cara sah 

adalah Pe.me.gang Hak Cipta, me.nurut Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2014 te.ntang Hak Cipta. 

Pe.rlindungan hak cipta hanya dibe.rikan pada be.ntuk nyata suatu 

ciptaan, bukan pada gagasan, prose.dur, me.tode. pe.laksanaan, atau konse.p 

mate.matika. E.kspre.si se.buah konse.p, bukan ide. itu se.ndiri, dilindungi ole.h 

hak cipta. Hal ini me.nunjukkan bahwa karya nyata, bukan se.kadar 

gagasan, adalah se.suatu yang dilindungi hak cipta. Ole.h kare.na itu, dapat 

dikatakan bahwa suatu karya kre.atif bukanlah tiruan me.lainkan hasil 

imajinasi pe.nciptanya. Karya kre.atif tidak harus be.rsifat baru atau khas; 

se.baliknya, me.re.ka harus me.nunjukkan ke.aslian se.bagai produk 

ke.te.rampilan dan imajinasi individu.61 

 
61 Jafar, S. Hak Moral dan Hak E. .konomi dalam Hak Cipta : Kajian te..rhadap Industri Lagu 

Atau Musik di Ace. .h. Lhokse. .umawe..: Bie..NaE..dukasi. 2023. hlm. 76 
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3. Pe.rlindungan Hukum Hak Cipta 

Pe.ncipta atau pe.me.gang hak cipta me.mpunyai hak tunggal untuk 

me.nduplikasi atau me.re.plikasi hasil ciptaannya yang dihasilkan be.rsamaan 

de.ngan ciptaannya. Baik dalam bidang sastra, se.ni, atau sains, pe.ncipta 

juga be.rhak me.ndapatkan imbalan finansial atas karyanya.62 

Kare.na hukum dapat se.pe.nuhnya me.lindungi hak dan ke.pe.ntingan 

konsume.n, maka pe.rlindungan hukum me.rupakan je.nis pe.rlindungan yang 

sangat pe.nting. Se.lain itu, undang-undang te.rse.but dapat dite.rapkan tanpa 

batas waktu kare.na se.cara re.smi te.lah me.ngakui ke.we.nangan yang be.rsifat 

me.maksa. Pe.rlindungan hukum dalam hal ini be.rbe.da de.ngan 

pe.rlindungan yang dibe.rikan ole.h le.mbaga lain, se.pe.rti pe.rlindungan 

politik atau e.konomi, yang biasanya be.rsifat jangka pe.nde.k. Ada dua 

kompone.n yang me.mbe.ntuk asas pe.rlindungan hukum dalam ke.kayaan 

inte.le.ktual se.bagai upaya pe.ngakuan suatu hak:63 

a) Siste.m Konstitutif 

Jika pe.ndaftaran te.lah se.le.sai, ke.kayaan inte.le.ktual dapat 

diakui se.cara hukum dan dilindungi dalam suatu siste.m yang te.rbe.ntuk. 

Prinsip dasar ini, kadang-kadang dise.but se.bagai siste.m "yang pe.rtama 

me.ngajukan", me.me.rlukan pe.ndaftaran untuk me.mpe.role.h 

pe.rlindungan hak. Kare.na adanya ke.pastian hukum yang ditawarkan 

ole.h pe.ndaftaran ini, maka se.se.orang hanya dapat diakui dan 

 
62  Sasongko, W. Ke. .te..ntuan-Ke. .te. .ntuan Pokok Hukum Pe. .rlindungan Konsume. .n. Bandar 

Lampung: Unive..rsitas Lampung. 2017. hlm. 75 
63 Abdulkadir, M. Kajian Hukum E. .konomi Hak Ke. .kayaan Inte..le..ktual. Bandung: PT Citra 

Aditya Bakti. 2017. hlm. 87 
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dilindungi se.cara hukum apabila te.lah te.rdaftar, se.suai de.ngan prinsip 

dasar ke.kayaan inte.le.ktual. Anda tidak akan diakui atau dilindungi ole.h 

hukum jika Anda tidak me.ndaftar. 

 

b) Siste.m De.klaratif 

Siste.m de.klaratif me.ngakui bahwa pe.ndaftaran ke.kayaan 

inte.le.ktual me.mpunyai ke.pastian hukum te.tapi tidak 

me.ngamanatkannya. Siste.m de.klaratif se.ring dise.but se.bagai "siste.m 

yang pe.rtama kali digunakan" kare.na prinsip ini, yang me.mbe.rikan 

pe.rlindungan hukum ke.pada pe.ncipta, pe.me.gang, atau pe.ngguna awal 

ke.kayaan inte.le.ktual. Me.tode. ini hanya me.mve.rifikasi bahwa 

pe.rmohonan te.lah le.ngkap dan tidak ada orang lain yang te.lah 

me.ndaftar se.be.lumnya, dan tidak pula siapa pe.me.gang hak aslinya.64 

Dalam konte.ks ke.kayaan inte.le.ktual, pe.rlindungan me.ncakup 

subje.k, obje.k, jangka waktu, dan tindakan yang dapat diambil ole.h 

pe.milik prope.rti te.rhadap me.re.ka yang tidak be.rwe.nang untuk 

me.nggunakan atau me.ngambil ke.untungan darinya. Pe.milik ke.kayaan 

inte.le.ktual dapat be.rtindak se.bagai pe.rancang, pe.nge.mbang, atau 

individu lain yang me.mpunyai kapasitas hukum untuk me.lakukan 

tugas se.bagaimana dite.ntukan ole.h undang-undang yang be.rlaku.65 

Tidak se.mua karya ciptaan me.ndapat pe.rlindungan, Dalam 

 
64 Sasongko, W. Ke. .te..ntuan-Ke. .te. .ntuan Pokok Hukum Pe..rlindungan Konsume. .n. Bandar 

Lampung: Unive..rsitas Lampung. 2017. hlm. 78. 
65 Abdulkadir, M. Kajian Hukum E. .konomi Hak Ke. .kayaan Inte..le..ktual. Bandung: PT Citra 

Aditya Bakti. 2017. hlm. 89. 



35 

 

Undang- Undang No. 28 Tahun 2014 Te.ntang Hak Cipta me.ngatur 

Ciptaan yang tidak dilindungi se.pe.rti dite.gaskan dalam Pasal 41: 

a) Hasil karya yang be.lum diwujudkan dalam be.ntuk nyata; 

b) Se.tiap ide., prose.dur, siste.m, me.tode., konse.p, prinsip, te.muan 

atau data walaupun te.lah diungkapkan, dinyatakan, 

digambarkan, dije.laskan, atau digabungkan dalam se.buah 

Ciptaan; dan 

c) Alat, be.nda, atau produk yang diciptakan hanya untuk 

me.nye.le.saikan masalah te.knis atau yang be.ntuknya hanya 

ditujukan untuk ke.butuhan fungsional. 

 

Pe.ncipta yang be.rdasarkan ilhamnya me.nciptakan se.tiap ciptaan 

dalam be.ntuk yang unik dan me.nunjukkan ke.asliannya dalam disiplin 

ilmu pe.nge.tahuan, se.ni, dan sastra pada hakikatnya dilindungi ole.h 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 te.ntang Hak Cipta. Untuk 

me.laksanakan karya be.rhak cipta yang dilindungi hak cipta, pe.ncipta 

harus me.miliki ke.ahlian yang dipe.rlukan. Be.rdasarkan ke.te.rampilan 

dan daya cipta individu, karya yang dihasilkan harus me.mpunyai 

be.ntuk yang unik dan me.nunjukkan ke.aslian se.bagai ciptaan 

se.se.orang.66 

Hak Pe.ncipta dan/atau Pe.me.gang Hak Cipta dibagi me.njadi hak 

e.konomi dan hak moral. Hak e.konomi adalah hak yang dimiliki ole.h 

se.orang Pe.ncipta untuk me.ndapatkan ke.untungan atas ciptaannya. 

Me.nurut Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta, Hak e.konomi me.liputi: 

1) Pe.ne.rbitan ciptaan; 

2) Pe.nggandaan ciptaan dalam se.gala be.ntuknya; 

3) Pe.ne.rje.mahan ciptaan; 

4) Pe.ngadaptasian, pe.ngaranse.me.nan, atau pe.ntransformasian 

 
66 Damian, E. .. Hukum Hak Cipta. Bantul: Sinar Grafika. 2015. hlm. 79 
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ciptaan; 

5) Pe.ndistribusian ciptaan atau salinannya; 

6) Pe.rtunjukan ciptaan; 

7) Pe.ngumuman ciptaan; 

8) Komunikasi ciptaan; 

9) Pe.nye.waan ciptaan. 

 

 

Hak moral adalah hak yang me.lindungi ke.pe.ntingan pribadi Sang 

Pe.ncipta. Me.nurut Pasal 9 ayat (1) huruf e. Undang-Undang Hak Cipta, 

hak moral me.ncakup ke.mampuan untuk me.mpe.rtahankan diri dari 

se.gala pe.rbuatan yang me.rugikan nama baik atau ke.hormatan pribadi 

pe.ncipta, se.pe.rti mutilasi, pe.ngubahan, atau distorsi te.rhadap 

ciptaannya. Hak moral se.orang pe.ncipta tidak dapat dicabut. 

Hak moral te.rdiri dari dua kompone.n utama, yaitu hak ayah yang 

me.ngharuskan nama pe.ncipta dise.butkan atau dicantumkan dalam 

ciptaan. Ke.kuatan ini juga dapat digunakan se.cara te.rbalik, se.pe.rti 

me.minta agar nama se.se.orang dihapus atau nama samaran te.tap utuh. 

Hak atas inte.gritas, yang me.nyatakan bahwa se.gala sikap dan 

pe.rlakuan be.rkaitan de.ngan inte.gritas atau martabat pe.ncipta, 

me.rupakan hak lainnya. Hak ini se.be.narnya diwujudkan dalam praktik 

se.bagai larangan me.ngubah, me.ngurangi, atau me.nghancurkan suatu 

ciptaan de.ngan cara yang me.mbahayakan inte.gritas pe.ncipta aslinya. 

Se.cara te.ori, ciptaan harus te.tap se.laras de.ngan ciptaan aslinya.67 

Durasi validitas hak cipta be.rvariasi dari satu ne.gara ke. ne.gara 

lain dan te.rbatas. Hak Cipta adalah hak yang be.rguna se.cara sosial 

 
67 Soe..listyo, H. Pe..langgaran Hak Cipta dan E..tika. Yogyakarta: Kanisius. 2021. hlm. 89 



37 

 

de.ngan jangka waktu te.rte.ntu. Hal ini untuk me.njaga agar pe.nulis tidak 

me.lakukan monopoli yang tidak se.me.stinya. Me.nurut Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2014 te.ntang Hak Cipta di Indone.sia, masa be.rlaku 

suatu hak cipta adalah se.bagai be.rikut: 

1) Masa Be.rlaku Hak Moral 

Me.lindungi re.putasi pe.ncipta dan ke.te.rikatan e.mosional 

te.rhadap karyanya adalah tujuan utama hak moral, yang juga 

me.mastikan bahwa karya te.rse.but digunakan dan dihargai de.ngan 

cara yang me.nghormati se.nimannya. Ole.h kare.na itu, durasi 

validitas hak moral dapat be.rvariasi, namun di yurisdiksi te.rte.ntu, 

validitas hak moral dapat be.rtahan tanpa batas waktu atau untuk 

waktu yang sangat lama se.te.lah me.ninggalnya pe.nciptanya. 

2) Masa Be.rlaku Hak E.konomi 

Pe.rlindungan hak cipta atas ciptaan dije.laskan dalam 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Pasal 58. Apabila suatu 

ciptaan dimiliki ole.h dua orang atau le.bih, maka pe.rlindungan hak 

cipta be.rlaku se.umur hidup pe.ncipta yang te.rakhir me.ninggal dunia 

dan se.lama tujuh puluh (70) tahun se.te.lahnya. Se.lama 50 (lima 

puluh) tahun se.jak awal diumumkan, Ciptaan yang dimiliki atau 

dimiliki ole.h badan hukum dilindungi hak cipta.68 

4. Pe.ngalihan Hak Cipta 

Hak cipta me.rupakan hak milik ke.be.ndaan se.hingga dapat be.ralih 

 
68 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014. te. .ntang Hak Cipta. 
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atau dialihkan baik status maupun pe.nguasaannya ke.pada orang lain. Hak 

cipta dianggap se.bagai barang be.rge.rak dan dapat dialihkan se.luruhnya 

atau se.bagian kare.na: 

a) Pe.warisan; 

b) Hibah; 

c) Wasiat; 

d) Pe.rjanjian te.rtulis; dan 

e) Se.bab-se.bab lain yang dibe.narkan ole.h pe.raturan pe.rundang- 

undangan. Pe.ngalihan hak cipta harus dilakukan se.cara te.rtulis.69  

 

Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 te.ntang Hak 

Cipta me.nje.laskan: “Yang dimaksud de.ngan “dapat be.ralih atau dialihkan” 

hanya hak e.konomi, se.dangkan hak moral te.tap me.le.kat pada diri Pe.ncipta. 

Pe.ngalihan Hak Cipta harus dilakukan se.cara je.las dan te.rtulis baik de.ngan 

atau tanpa akta notaris”. 

Se.suai ke.te.ntuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 te.ntang 

Wakaf, hak cipta juga dapat dialihkan me.lalui wakaf. Apabila pe.ncipta 

me.ninggal dunia, maka hak cipta me.njadi milik ahli warisnya atau 

pe.ne.rima wasiat dan tidak dapat diambil alih; se.tiap modifikasi pada suatu 

ciptaan harus me.ndapat pe.rse.tujuan dari ahli warisnya. se.de.mikian rupa 

se.hingga pe.me.gang hak cipta te.tap be.rke.wajiban untuk me.ngakui dan 

me.njunjung tinggi hak moral pe.ncipta, te.rmasuk de.ngan me.wajibkan agar 

nama pe.ncipta se.lalu dicantumkan dalam ciptaannya.70 

 

 

 
69 Nurwati. Hak Cipta Karya Musik dan Lagu. Bojone. .goro: Pe..ne..rbit Kbm Indone. .sia. 2024. 

hlm. 49 
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D. Hak Cipta di Tinjau dari Hukum Islam 

1. Pengertian Hak Cipta 

Hak cipta me. .nurut Islam dike. .nal de. .ngan istilah Haq Al-Ibtikar, yang 

te. .rdiri dari dua rangkai kata yaitu lafadz "haq" dan "al-ibtikar". Di antara 

pe. .nge. .rtian dari lafadz "haq" adalah ke. .khususan yang dimiliki se. .se..orang 

atau se..ke..lompok orang te. .rhadap se. .suatu. Dalam ruang lingkup haq al-

ibtikar (hak cipta) maka lafadz "haq" adalah ke. .we..nangan ataupun 

ke. .pe. .milikan atas karya cipta yang baru diciptakan (al-ibtikar). Me..nurut 

te. .rminologi  haq al-ibtikar adalah “Hak istime. .wa te. .rhadap suatu ciptaan 

yang pe..rtama kali diciptakan”71 

2. Dasar Hukum Ke.pe.milikan Hak Cipta 

Para ulama konte.mpore.r be.rijtihad me.nge.nai dasar yang dijadikan 

sandaran hukum dalam pe.ne.tapan hak cipta. Di antara me.re.ka adalah Fathi 

Al-Duraini yang me.nyatakan bahwa landasan hukum dari hak cipta adalah 

'urf  (suatu adat ke.biasaan yang be.rlaku umum dalam suatu masyarakat) 

se.rta kaidah maslahah mursalah (suatu ke.maslahatan yang tidak ada nash-

nya dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah, namun me.ngandung ke.baikan 

padanya).72 

Hak cipta se.cara de. facto kini me.njadi aspe.k yang lumrah dalam 

ke.hidupan se.hari-hari. Se.me.ntara itu, hal ini tidak te.rcakup dalam te.ks 

 
71 Agus Suryana, “Hak Cipta Pe. ..rspe...ktif Hukum Islam”, Al Mashlahah Jurnal Hukum dan 

Pranata Sosial Islam, hal.249-250 
72 Sutisna, “Pandangan Hukum Islam Te. .rhadap Hak Cipta”,  MIZAN Journal Of Islamic 

Law, Vol. 5, No. 1, 2021, 5. 
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syariat mana pun. De.ngan de.mikian, 'urf be.rfungsi se.bagai landasan 

hukum. Pe.rsoalan murlah adalah, se.bagai cara untuk me.nunjukkan rasa 

te.rima kasih ke.pada pe.nulis karya be.rhak cipta, ada ke.untungan jika hak 

istime.wa ini dijunjung tinggi. Tindakan pre.ve.ntif te.rhadap ke.tidakadilan 

te.rhadap pe.miliknya dipe.rlukan untuk me.lindunginya. Hak untuk 

me.nikmati suatu ciptaan bagi pe.miliknya, baik mate.riil maupun moral, 

me.rupakan ke.manfaatan yang diambil.73 

Wahbah Al-Zuhaily me.ne.kankan pada luasnya hak cipta (haqq al-

ta`lif) yang me.rupakan salah satu kompone.n hak cipta. Se.suai asas bahwa 

hak ke.pe.nulisan adalah hak yang dilindungi syara` (hukum Islam) 

be.rdasarkan istishlah qaidah, maka me.nce.tak ulang atau me.ngkopi buku 

(tanpa izin) dianggap se.bagai tindak pidana te.rhadap hak pe.nulis, kare.na 

me.rupakan suatu be.ntuk pe.ncurian yang me.rupakan pe.langgaran syariat 

dan me.me.rlukan ganti rugi atas hak pe.nulis atas naskah yang dice.tak.74 

Tidak dapat disangkal bahwa banyak pihak yang me.rugi akibat 

pe.langgaran hak cipta. Pe.ne.rbit, pe.nulis, dan masyarakat luas se.muanya 

dirugikan ole.h pe.langgaran ini se.lain pe.njual. Me.skipun te.rdapat be.be.rapa 

pe.langgaran hak moral, namun sisi e.konomilah yang me.njadi pe.nye.bab 

se.bagian be.sar ke.rusakan ini. Inilah mafsadah yang te.rjadi ke.tika hak cipta 

tidak dite.gakkan, dan Islam te.lah me.ngambil tindakan pe.nce.gahan de.ngan 

 
73 Abdurrahman Misno B.P, Hak Cipta Karya Tulis dalam Hukum Islam (Yogyakarta: De. .e.. 

Publish, 2014, hal. 139-140. 
74 Agus Suryana, “Hak Cipta Pe. .rspe. .ktif Hukum Islam”, Al Mashlahah Jurnal Hukum dan 
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me.mbe.la hak se.tiap orang.  Me.nurut Bakr bin Abdullah Abu Zaid, ada 

e.mpat (e.mpat) kompone.n landasan hukum pe.ne.tapan hak cipta: 

a) Qiyas, yaitu me.ngqiyaskan antara pe.mbuat karya cipta de.ngan 

se.se.orang yang be.ke.rja yang be.rhak atas hasil dari ke.rjanya.  

b) Amalan para ulama te.rdahulu yang me.njual be.likan buku-buku me.re.ka  

atau me.nggadaikannya. Hal ini me.nunjukan bahwa hasil dari 

pe.nuangan  ide. dan gagasan ini adalah harta yang be.rnilai.  

c) Kaidah Fiqhiyah "Se.tiap yang dapat me.nye.mpurnakan se.suatu yang 

wajib maka ia me.njadi wajib", dan salah satu cabang dari kaidah ini 

yaitu "Se.tiap yang dapat me.nye.mpurnakan se.suatu yang sunnah maka 

ia me.njadi sunah hukumnya.75 

Dari sini sangat je.las bahwa hak cipta dalam syariat Islam adalah 

hak ke.pe.milikan yang diakui be.rdasarkan dalil-dalil hukum te.rse.but. 

Adapun sumbe.r hukumnya adalah be.rsifat global yang be.rke.naan de.ngan 

se.bab-se.bab  se.se.orang me.ndapatkan hak ke.pe.milikan harta.76 Me.ski 

de.mikian, al-Qur’an se.bagai pe.doman hidup umat Islam yang me.ngatur 

se.gala aspe.k ke.hidupan, tak te.rke.cuali hak cipta. Te.rdapat dua ayat yang 

me.nje.laskan pandangan Islam te.ntang hak cipta, yaitu QS. al-Baqarah ayat 

188 yang be.rbunyi: 

 

 
75 Sutisna, “Pandangan Hukum Islam Te. .rhadap Hak Cipta”,  MIZAN Journal Of Islamic Law, 

Vol. 5, No. 1, 2021, 5. 
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Artinya: “Janganlah kamu makan harta di antara kamu de.ngan jalan yang 

batil dan (janganlah) kamu me.mbawa (urusan) harta itu ke.pada 

para hakim de.ngan maksud agar kamu dapat me.makan se.bagian 

harta orang lain itu de.ngan jalan dosa, padahal kamu 

me.nge.tahui.” (al-Baqarah [2]:188).77 

 

Se.rta QS. al-Maidah ayat 38 yang be.rbunyi: 

 

 

Artinya: “Laki-laki maupun pe.re.mpuan yang me.ncuri, potonglah tangan 

ke.duanya se.bagai balasan atas pe.rbuatan yang me.re.ka lakukan 

dan se.bagai siksaan dari Allah. Allah Maha Pe.rkasa lagi Maha 

Bijaksana.” (Al-Mā'idah [5]:38).78 

 

Hak Cipta tidak dije.laskan se.cara me.madai dalam ke.dua ayat ini. 

Me.skipun de.mikian, di dalamnya te.rdapat simpulan ungkapan dan kata-

kata yang me.ne.gaskan larangan Allah untuk me.manfaatkan harta orang 

lain tanpa pe.rse.tujuannya.79 

3. Syarat-syarat Karya Cipta yang Dilindungi dalam Islam 

Pe.rlindungan hak cipta me.nurut hukum Islam sangat be.rbe.da de.ngan 

pe.rlindungan hak cipta me.nurut hukum afirmatif di Indone.sia. Suatu karya 

kre.atif be.lum te.ntu dilarang ole.h hukum Islam jika tidak dilarang ole.h 

 
77 Ke. .me..nte. .rian Agama., K. Al-Qur’an dan Te. .rje. .mahannya E. .disi Pe..nye..mpurnaan. Jakarta: 

Lajnah Pe. .ntashihan Mushaf Al-Qur‟an Badan Litbang dan Diklat Ke. .me..nte. .rian Agama RI. 2019. 

hlm. 12 
78 Ke. .me..nte. .rian Agama., K. Al-Qur’an dan Te. .rje. .mahannya E. .disi Pe..nye..mpurnaan. Jakarta: 

Lajnah Pe. .ntashihan Mushaf Al-Qur‟an Badan Litbang dan Diklat Ke. .me..nte. .rian Agama RI. 2019. 

hlm. 14 
79 Muftisany, H. Hak Cipta dalam Pandangan Islam. Bandung: Inte. .ra. 2021. hlm. 23 
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hukum positif; pada ke.nyataannya, hal itu mungkin dilarang ole.h hukum 

Islam. Be.rdasarkan hukum Islam, tidak se.mua karya inte.le.ktual dilindungi 

se.bagai prope.rti; namun de.mikian, be.rdasarkan hukum positif Indone.sia, 

se.mua ciptaan te.ntu saja dilindungi se.bagai hak milik. De.ngan de.mikian, 

je.las te.rlihat adanya pe.rbe.daan me.ncolok antara hukum Islam dan hukum 

positif dari be.be.rapa sudut pandang.80 

Pe. .rlindungan te..rhadap hak cipta dalam Islam me. .miliki syarat-syarat 

yang harus dipe. .nuhi agar suatu karya cipta bisa diakui se. .bagai hak 

ke. .pe. .milikan atas harta. Syarat-syarat te. .rse. .but adalah:81 

a) Karya cipta yang tidak me. .ngandung unsur-unsur haram di dalamnya 

se..pe..rti khamr, riba, judi, daging babi, darah, bangkai, plagiasi dll,  

b) Karya cipta yang tidak me. .nimbulkan ke. .rusakan di masyarakat se..pe..rti 

pornografi, ke. .ke..rasan, me. .ngajak umat untuk be. .rbuat dosa, me. .rusak 

lingkungan dan lain se. .bagainya,  

c) Karya cipta yang tidak be. .rte..ntangan de..ngan syariat Islam se. .cara umum 

se..pe..rti pe. .mbuatan be. .rhala yang akan dise. .mbah manusia, gambar-

gambar yang me. .rusak akhlak, buku-buku yang me. .nye..barkan ajaran 

se..sat, pe. .nyimpangan-pe. .nyimpangan manhaj, me..ngajak ke. .pada 

ke. .syirikan dan yang lainnya,  

 
80 Abdurrahman Misno B.P, Hak Cipta Karya Tulis Dalam Hukum Islam(Yogyakarta: De. .e. . 

Publish, 2014), 139-140. 
81 Agus Suryana, “Hak Cipta Pe.. .rspe...ktif Hukum Islam”, Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan 

Pranata Sosial Islam, 262 
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Se. .lain dari se. .gi mate. .ri karya cipta, tidak dilindunginya se. .buah karya  cipta juga 

be. .rhubungan de..ngan cara me. .ndapatkan karya cipta te. .rse..but 

4. Pe.rlindungan Hak Cipta dalam Hukum Islam 

Dalam hukum Islam, hak cipta dianggap se. .bagai salah satu huquq 

maliyyah (hak milik) yang me. .mpunyai pe..rlindungan hukum (mashun) dan 

mal (ke..kayaan), se. .suai Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 te..ntang Hak 

Cipta.82 Salah satu tujuan hukum Islam (maqasid al-syari'ah) adalah 

pe. .rlindungan hak milik harta be. .nda (hifdz al-mal), yang me..rupakan bagian 

dari ke. .butuhan dharuri se. .tiap orang. Ole. .h kare. .na itu, ke. .pe..milikan ini akan 

te. .rjaga, se..pe..rti halnya pe. .rlindungan prope..rti, jika Islam me. .ngakui hak cipta 

se..bagai salah satu hak ke. .pe. .milikan prope. .rti.83 Pe..rtahanan ini te. .rdiri dari: 

a) Larangan me. .makan harta orang lain se. .cara batil.  

Me. .nge..nai hak cipta, yang dimaksud de. .ngan larangan “me. .ngkonsumsi” 

hasil hak ke. .kayaan inte. .le..ktual orang lain de..ngan cara yang tidak jujur, 

khususnya de..ngan cara-cara yang dilarang ole..h Islam, se..pe..rti 

me. .rampok, be. .rjudi, me. .ncuri, atau me. .ngambil. 

b) Adab ilmiah dalam Islam 

Ke..be..rkahan ilmu me. .nurut Imam Al-Qhurthubi adalah ke. .tika anda 

me. .ndasarkan se..luruh pe. .ndapat anda pada orang yang me. .me..gangnya. 

Me. .nurut pe..nafsiran ini, hak cipta dilanggar bila se. .se..orang me. .ngutip 

karya inte. .le. .ktual orang lain tanpa me. .ngutip pe. .nulis aslinya. Kare. .na 

 
82 Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Te. ..ntang Hak Cipta, Ke. ..te...ntuan Hukun No. 1, 417 
83 Agus Suryana, “Hak Cipta Pe. ..rspe...ktif Hukum Islam”, Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan 

Pranata Sosial Islam, 262 
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akuntabilitas ke. .ilmuan me. .rupakan salah satu hal yang me. .mbe. .rikan 

kontribusi te. .rhadap ke. .maslahatan ilmu pe. .nge. .tahuan, maka akuntabilitas 

ke. .ilmuan harus te. .rus dilindungi ole. .h hukum Islam. Jika dilanggar maka 

hak moral pe. .miliknya juga ikut dilanggar. 

Akibat hukum dari pe. .rlindungan hak ke. .kayaan inte. .le..ktual dalam 

hukum Islam salah satunya hak cipta adalah haram. Hal ini dapat dalam 

fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Te. .ntang Pe..rlindungan Hak 

Ke..kayaan Inte. .le..ktual (HKI) te. .rcantun dalam angka 4 bagian 2: Ke. .te..ntuan 

Umum yang be. .rbunyi: 

“Se.tiap be.ntuk pe.langgaran te.rhadap HKI, te.rmasuk namun 

tidak te.rbatas pada me.nggunakan, me.ngungkapkan, me.mbuat, 

me.makai,me.njual, me.ngimpor, me.nge.kspor, me.nge.darkan, 

me.nye.rahkan, me.nye.diakan, me.ngumumkan, me.mpe.rbanyak, 

me.njiplak, me.malsu, me.mbajak HKI milik orang lain se.cara 

tanpa hak me.rupakan ke.zaliman dan hukumnya adalah haram.” 

 

E. Tinjauan Umum Karya Lagu 

1. Pengertian Lagu 

Musik telah ada se.jak awal pe.radaban manusia. Unsur-unsur musik 

te.lah digunakan ole.h manusia se.jak zaman dahulu kala. Pada masa itu, 

manusia be.rkomunikasi me.lalui suara dan bahasa isyarat ge.rak. Te.riakan 

dan auman manusia pada e.ra te.rse.but me.miliki makna te.rse.ndiri.84  

Lagu dan musik me.rupakan contoh karya yang dilindungi hak cipta. 

Lagu atau karya musik adalah ke.se.luruhan komposisi yang me.ncakup lirik 

atau puisi, orke.strasi, notasi musik, dan unsur lagu atau me.lodi. Hal ini 

 
84 Fibrianto, K. Ilmu Se. .nsori Pe..rspe..ktif Fisiologi, Psikologi,dan Psikofisik pada 

Pe. .nginde. .raan Pangan. Jakarta: Me. .dia Nusa Cre. .ative.. (MNC Publishing). 2024. hlm. 86. 
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me.nunjukkan bahwa lagu atau musik te.rse.but me.rupakan karya se.ni asli. 

Individu atau ke.lompok orang yang te.rinspirasi untuk me.nciptakan se.buah 

lagu atau karya musik be.rdasarkan otak, imajinasi, pe.nge.tahuan, bakat, atau 

ke.ahliannya dan ke.mudian me.nge.kspre.sikannya de.ngan cara yang khas dan 

pribadi dise.but se.bagai pe.ncipta lagu atau musik.85  

Musik adalah pe.nggunaan suara yang se.ring untuk me.nge.kspre.sikan 

e.mosi atau ide.. Istilah Yunani "Mousike.", yang be.rasal dari nama de.wa 

mitologi Yunani kuno Mousa, yang dianggap se.bagai ke.pala se.ni dan ilmu 

pe.nge.tahuan, adalah asal mula kata "musik". Me.nurut Aristote.le.s, musik 

dapat me.ningkatkan rasa patriotisme., me.ngurangi ke.ce.masan, dan 

be.rfungsi se.bagai pe.ngobatan re.kre.asi.86 

Se.cara umum, istilah "lagu" dan "musik" me.mpunyai konotasi yang 

se.banding dan se.ring digunakan se.cara be.rgantian dalam pe.rcakapan 

se.hari-hari. Me.nurut e.timologinya, lagu adalah suatu se.gme.n musik yang 

te.rsusun atas rangkaian nada-nada yang disusun dalam urutan te.rte.ntu. 

Variasi dalam panjang, singkatnya, dan nada tinggi/re.ndah me.njadi ciri 

se.tiap lagu, dan ritme. juga be.rkontribusi pada kualitas unik se.buah lagu.87  

Se.buah lagu te.rdiri dari be.rbagai kompone.n, se.pe.rti: 

a) Me.lodi 

 

Me.lodi adalah se.rangkaian nada yang dimainkan satu de.mi satu 

 
85 He..ndra, T. Hak Cipta Musik atau Lagu. Jakarta: Pascasarjana Unive..rsitas Indone..sia. 2023. 

hlm. 112. 
86 Tim Pgsd D. Inovasi Musik untuk Anak Ne. .ge..ri Indone. .sia di SD. Malang: UMMPre. .ss. 2017. 

hlm. 45 
87 Nurwati. Hak Cipta Karya Musik dan Lagu. Bojone. .goro: Pe..ne. .rbit KBM Indone. .sia. 2024. 

hlm. 114 
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dalam waktu te.rte.ntu, me.nciptakan pola atau struktur suara yang 

kohe.sif. Me.lodi suatu komposisi musik, yang dapat die.kspre.sikan 

me.lalui suara manusia atau alat musik, me.rupakan kompone.n yang 

sangat pe.nting. Pola inte.rval, ritme., dan kontur adalah be.be.rapa ciri 

yang me.ne.ntukan dan me.mbe.dakan me.lodi satu sama lain.88 

b) Lirik 

 

Me.lodi adalah se.rangkaian nada yang dimainkan satu de.mi satu 

dalam waktu te.rte.ntu, me.nciptakan pola atau struktur suara yang 

kohe.sif. Me.lodi suatu komposisi musik, yang dapat die.kspre.sikan 

me.lalui suara manusia atau alat musik, me.rupakan kompone.n yang 

sangat pe.nting. Pola inte.rval, ritme., dan kontur adalah be.be.rapa ciri 

yang me.ne.ntukan dan me.mbe.dakan me.lodi satu sama lain.89 

c) Aranse.me.n 

 

Prakte.k me.nata ulang kompone.n me.lodi, harmonik, dan ritme. 

untuk me.nghasilkan re.ndisi baru atau siste.m bunyi khas suatu lagu atau 

komposisi musik dise.but aranse.me.n.90 

d) Notasi 

 

Notasi adalah siste.m pe.nulisan atau simbol-simbol yang 

digunakan untuk me.re.kam atau me.wakili musik se.cara te.rtulis. Dalam 

notasi musik, simbol-simbol te.rse.but me.wakili aspe.k-aspe.k se.pe.rti 

 
88  Lubis, M. S. Buku Panduan Be. .rbasis Ste..am pada Musik Me. .lodis dan Ritmis Anak Usia 

Dini. Sle..man: CV. Bintang Se..me..sta Me..dia. 2022. hlm. 110 
89 Salim, A. Panduan Me..nulis Lirik Lagu. Jakarta: Visikata. 2024. hlm. 39 
90 Nurwati. Hak Cipta Karya Musik dan Lagu. Bojone. .goro: Pe..ne. .rbit KBM Indone. .sia. 2024. 

hlm. 114 
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nada, durasi, ritme., dinamika, dan e.kspre.si dari se.buah karya musik.91  

Me.lodi yang be.risi kata-kata atau puisi yang dapat dinyanyikan dise.but 

lagu.92  Hasil dari usaha musik adalah se.buah lagu. Salah satu me.dia yang 

se.ring dimanfaatkan untuk me.nyampaikan e.mosi me.lalui suara adalah se.ni 

musik. Musik instrume.ntal adalah me.dia alat musiknya, se.dangkan musik 

vokal adalah me.dia suara manusia. Se.buah komposisi musik yang dapat 

me.nggugah e.mosi dan me.ngge.tarkan hati manusia dihasilkan de.ngan 

me.ngaranse.me.n be.rbagai ge.nre. suara.93 

Me.ski me.miliki kompone.n se.pe.rti me.lodi, lirik, dan aranse.me.n, 

te.rmasuk notasi, musik dan lagu dianggap se.bagai karya utuh. Se.buah lagu 

atau karya musik dianggap "le.ngkap" jika dianggap se.bagai satu karya 

be.rhak cipta.94 

2. Lise.nsi dan Royalti Lagu 

Me.nurut Pasal 1 Angka 21 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 

te.ntang Hak Cipta, royalti adalah pe.mbayaran yang dilakukan ke.pada 

pe.milik atau pe.ncipta hak te.rkait se.bagai imbalan atas pe.nggunaan hak 

e.konomi atas suatu karya atau produk hak te.rkait. Adanya pe.rjanjian lise.nsi 

antara pe.ncipta dan pe.ngguna hak cipta untuk tujuan kome.rsial 

me.ngakibatkan adanya pe.nghargaan ini. Dalam hal hak lagu dan musik, 

misalnya, se.luruh pe.ncipta lagu dan pe.ncipta lagu sangat be.rharap agar 

 
91 Pramayoza, D. Dramaturgi Sandiwara: Potre. .t Te..ate..r Popule. .r dalam Masyarakat 

Poskolonial. Yogyakarta: Pe..ne..rbit Ombak. 2023. hlm. 110 
92 Hataris, A. Se. .ni Musik. Se..marang: E. .rlangga. 2017. hlm. 56 
93 Arlo, K. Kre. .asi Se..ni Budaya. Be. .kasi: Gancca E. .xact. 2017. hlm. 78 
94 Nugroho. Kre. .asi Musik Konte..mpore..r Tinjauan Se. .jarah dan Gaya Musik Konte. .mpore..r 

Indone. .sia dan Barat. Bogor: Gue. .pe..dia. 2024. hlm. 6 
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karyanya me.ndapat imbalan royalti se.bagai tanda te.rima kasih atas ke.rja 

ke.rasnya.95 

 

Pe.nye.le.nggaraan pe.rizinan dalam pe.masaran lagu dan musik dapat 

dilakukan ole.h pe.ncipta itu se.ndiri dan pe.ngusaha pe.ngguna lagu dan musik 

te.rse.but, namun dapat juga me.lalui me.kanisme. pe.rantara yaitu Le.mbaga 

Manaje.me.n Kole.ktif. Tidak mungkin me.mbicarakan royalti tanpa 

pe.rjanjian lise.nsi se.be.lumnya. Le.mbaga Manaje.me.n Kole.ktif me.ngawasi 

se.gala hal me.nge.nai jumlah, cara, dan jadwal pe.mbayaran pe.rizinan dan 

royalti.96 

Kompe.nsasi dalam be.ntuk royalti se.lalu dikaitkan de.ngan pe.rizinan 

ke.giatan hukum; namun, kompe.nsasi tidak hanya te.rbatas pada pe.rizinan, 

kare.na kompe.nsasi juga dapat be.rbe.ntuk pe.mbayaran se.kaligus. Hal yang 

sama juga te.rjadi pada pe.rjanjian lise.nsi, yang me.mpunyai banyak bagian 

yang se.cara be.rsama-sama me.mbe.ntuk e.se.nsinya dan me.nunjukkan bahwa 

pe.rjanjian ini le.bih dari se.ke.dar pe.ndapatan. Namun, lise.nsi dipe.rlukan bagi 

siapa saja yang ingin me.manfaatkan hak cipta orang lain untuk 

me.ndapatkan ke.untungan.97 

Pihak lain tidak dipe.rbole.hkan me.manfaatkan hak cipta de.ngan cara 

apapun jika pe.ncipta atau pe.me.gang hak cipta be.lum me.mbe.rikan lise.nsi. 

 
95 Ardiansyah. Pe. .ngaturan Pe. .mbe..rian Royalti Atas Hak Cipta Aranse..me..n Lagu di Indone. .sia 

dan Ame. .rika Se..rikat. Pe..kalongan: Pe. .ne. .rbit NE..M. 2021. hlm 69 
96 Nainggolan, B. Pe. .mbe. .rdayaan Hukum Hak Cipta dan Le..mbaga Manaje. .me..n Kole..ktif. 

Bandung: Pe..ne..rbit Alumni. 2023. hlm. 18 
97 Nainggolan, B. Pe. .mbe. .rdayaan Hukum Hak Cipta dan Le..mbaga Manaje. .me..n Kole..ktif. 

Bandung: Pe..ne..rbit Alumni. 2023. hlm. 63 
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Pe.rlindungan hak cipta me.njadi tanggung jawab pe.milik usaha hiburan 

musik, baik yang be.rge.rak di bidang hote.l, re.storan, karaoke., kafe., dan 

diskotik. Be.rtanggung jawab me.rupakan salah satu cara untuk me.nunjukkan 

rasa hormat te.rhadap standar hukum yang te.lah me.ne.tapkan hak-hak 

pe.ncipta.98 

Lise.nsi adalah suatu pe.rse.tujuan formal yang dibe.rikan ole.h pe.milik 

hak cipta atau hak te.rkait ke.pada pihak lain untuk me.laksanakan hak 

e.konomi atas ciptaannya atau produk hak te.rkait de.ngan syarat te.rte.ntu, 

se.suai de.ngan Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 

te.ntang Hak Cipta.99 

Pada dasarnya, ada 5 (lima) pe.nggunaan karya cipta yang harus me.lalui 

pe.mbe.rian lise.nsi, yaitu:100 

1) Lise.nsi Me.kanikal (Me.chanical Lice.nce.s) 

 

Pe.rusahaan re.kaman dibe.rikan otorisasi untuk me.nge.ksploitasi 

karya be.rhak cipta me.lalui lise.nsi me.kanis. Siapapun yang ingin 

me.ngambil ke.untungan dari lagu se.orang pe.nulis lagu dapat 

be.rhubungan langsung atau me.lalui pe.ne.rbit musiknya. Artinya, lise.nsi 

me.kanis harus dipe.role.h ole.h siapa pun yang ingin me.re.kam, 

me.nggandakan, dan me.ndistribusikan suatu karya be.rhak cipta untuk 

me.ndapatkan ke.untungan. 

 
98 Makkawaru. Hak E. .konomi Pe. .ncipta Lagu dan Musik. Jakarta: Harva Cre. .ative... 2022. hlm. 

69 
99  Undang-Undang No. 28 Tahun 2014. te. .ntang Hak Cipta. 
100 Nurwati. Hak Cipta Karya Musik dan Lagu. Bojone. .goro: Pe..ne..rbit Kbm Indone. .sia. 2024. 

hlm. 58 
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2) Lise.nsi Pe.ngumuman/Pe.nyiaran (Pe.forming Lice.nse.s) 

 

Lise.nsi pe.nyiaran adalah suatu je.nis izin yang dibe.rikan ole.h 

pe.me.gang hak cipta ke.pada organisasi pe.nyiaran, te.rmasuk radio, 

te.le.visi, konse.r, dan lain-lain. Pe.nye.le.nggara siaran wajib me.mbayar 

royalti ke.pada pe.ncipta musik se.tiap kali lagu dibawakan atau 

dide.ngarkan ole.h masyarakat umum untuk ke.pe.rluan bisnis. Badan 

administrasi hak cipta kole.ktif se.ring kali me.ngawasi atau me.nge.lola 

pe.ngumpulan pe.mbayaran hak pe.rtunjukan. 

3) Lise.nsi Sinkronisasi (Syncronization Lice.nce.s) 

 

Lise.nsi ini dibe.rikan untuk me.mpromosikan suatu lagu dalam 

be.ntuk ce.takan, se.pe.rti le.mbaran musik atau kumpulan lirik dan notasi 

lagu yang dijual se.cara kome.rsial. Ini se.ring dite.rbitkan dalam majalah 

musik dan publikasi lainnya, atau dibuat se.bagai buku nyanyian. 

4) Lise.nsi Me.ngumumkan Le.mbar Hasil Ce.takan (Print Lice.nse.s) 

 

Pe.ngguna dapat me.mpe.role.h ke.untungan dari kre.asi se.se.orang 

be.rupa gambar visual de.ngan me.nggunakan lise.nsi sinkronisasi. 

Biasanya gambar visual ini be.rbe.ntuk acara te.le.visi, DVD, VCD, MP3, 

atau me.dia audiovisual lainnya. 

5) Lise.nsi Luar Ne.ge.ri (Fore.ign Lice.nse.s) 

 

Suatu pe.rusahaan age.nsi di suatu ne.gara dibe.rikan izin asing ole.h 

pe.ncipta lagu atau pe.ne.rbit musik untuk be.rtindak se.bagai wakilnya 

dalam me.ngumpulkan royalti atas pe.nggunaan lagunya ole.h pe.ngguna 

di ne.gara te.rse.but atau bahkan se.cara global. 
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3. Kome.rsialisasi Lagu 

Kata "kome.rsial" be.rasal dari "pe.rdagangan", yang dide.finisikan ole.h 

Black's Law Dictionary se.bagai "pe.rtukaran jasa, barang, produksi, atau 

prope.rti apa pun". Ole.h kare.na itu, pe.rtukaran produk, jasa, manufaktur, 

atau prope.rti dianggap se.bagai aktivitas kome.rsial.101 

Salah satu ke.gunaan lagu dan musik yang dihasilkan adalah untuk 

tujuan kome.rsial, yang dalam hal ini diubah me.njadi produk yang dapat 

me.ndatangkan uang bagi pe.nciptanya. Pe.makaian se.cara kome.rsial 

diartikan se.bagai pe.nggunaan suatu ciptaan dan/atau hasil hak te.rkait 

de.ngan tujuan me.mpe.role.h uang dari be.rbagai sumbe.r atau se.bagai imbalan 

atas pe.mbayaran, me.nurut Pasal 1 Angka 24 Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2014. 

Prose.s me.mpromosikan dan me.njual musik ke.pada masyarakat umum 

de.ngan tujuan me.nghasilkan ke.untungan dike.nal se.bagai kome.rsialisasi 

lagu.  Hal ini me.me.rlukan se.jumlah tindakan yang dipe.rhitungkan untuk 

me.luncurkan, me.masarkan, dan me.ndistribusikan musik. Dalam industri 

musik saat ini, ke.sukse.san kome.rsial se.ring kali me.njadi pe.ne.ntu utama 

popularitas dan ke.sukse.san se.buah lagu, ole.h kare.na itu kome.rsialisasi 

sangatlah pe.nting.102 

Kome.rsialisasi lagu me.ncakup be.be.rapa tahap, yaitu:103 

 
101 Raihana. Prinsip Ke..adilan dan HAM dalam Pe. .mbatasan Hak Cipta di Ruang Publik. 

Sle..man: De..e..publish. 2023. hlm. 47 
102 Susilowati, E... Hak Ke. .kayaan Inte. .le. .ktual (HKI) di Indone. .sia: Te. .ori dan Praktik. Padang: 

Takaza Innovatix Labs. 2023. hlm. 68 
103 Hutagalung, S. M.  Hak Cipta: Ke..dudukan dan Pe. .rannya dalam Pe..mbangunan. Jakarta: 

Sinar Grafika. 2022. hlm. 29 



53 

 

a) Produksi musik, me.rupakan tahap awal kome.rsialisasi yang me.libatkan 

pe.nciptaan lagu itu se.ndiri se.pe.rti pe.nulisan lirik, komposisi me.lodi, 

aranse.me.n, re.kaman, dan produksi akhir. 

b) Promosi, tahap ini dilakukan se.te.lah lagu se.le.sai diproduksi yaitu 

me.lalui be.rbagai saluran, se.pe.rti me.dia sosial, radio, te.le.visi, dan 

platform stre.aming. Kampanye. pe.masaran yang e.fe.ktif dapat me.ncakup 

iklan, tur konse.r, dan pe.nampilan di acara-acara pe.nting. 

c) Distribusi, lagu dilakukan me.lalui platform digital se.pe.rti Spotify, Apple. 

Music, YouTube., dan juga me.lalui me.dia fisik se.pe.rti CD dan vinil. 

Distribusi yang luas me.mastikan bahwa lagu te.rse.but dapat diakse.s ole.h 

audie.ns global. 

d) Pe.njualan dan Mone.tisasi, pada tahap ini lagu dapat dimone.tisasi 

me.lalui be.rbagai cara, te.rmasuk pe.njualan digital, royalti stre.aming, 

iklan, dan lise.nsi pe.nggunaan dalam film, iklan, dan acara te.le.visi. Lagu 

dilindung ole.h pe.raturan pe.rundang-undangan yaitu dalam Undang-

Undang Hak cipta, di mana hak cipta me.rupakan aspe.k pe.nting dalam 

kome.rsialisasi lagu. Hak cipta me.lindungi karya musik dari 

pe.nggunaan yang tidak sah dan me.mastikan bahwa pe.ncipta dan 

pe.milik hak cipta me.ne.rima kompe.nsasi yang adil. 

Kome.rsialisasi lagu adalah prose.s komple.ks yang me.libatkan 

produksi, promosi, distribusi, dan pe.njualan musik de.ngan tujuan 

me.ndapatkan ke.untungan. De.ngan strate.gi yang te.pat dan pe.rlindungan 
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hak cipta yang kuat, kome.rsialisasi lagu dapat me.ndatangkan 

ke.untungan be.sar bagi artis dan industri musik. Namun tantangan 

se.pe.rti me.nampilkan lagu tanpa izin, pe.mbajakan, dan kompe.tisi 

me.njadi ke.ndala yang pe.rlu diatasi untuk me.njamin ke.be.rhasilan 

kome.rsialisasi lagu se.cara be.rke.lanjutan.104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
104 Susilowati, E... Hak Ke. .kayaan Inte. .le. .ktual (HKI) di Indone..sia: Te..ori dan Praktik. Padang: 
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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Perlindungan Hukum Hak Cipta Karya Musik yang Dibawakan secara 

Live untuk Kepentingan Komersil Tanpa Seizin Pencipta 

 

Hak ke.kayaan inte.le.ktual dapat dite.rapkan pada disiplin ilmu pe.nge.tahuan, 

se.ni, dan sastra, yang ke.se.muanya me.nuntut ke.rja, uang, waktu, dan kre.ativitas 

untuk be.rke.mbang. Misalnya, saat me.nulis lagu, Anda harus me.mulai de.ngan 

liriknya. Pe.nciptaan lagu Indone.sia kini me.mpunyai pote.nsi kome.rsil yang 

sangat be.sar. Pote.nsi e.konomi inilah yang be.rujung pada pe.langgaran hak cipta 

lagu.105 Banyak faktor, se.pe.rti re.ndahnya kapasitas pe.mbe.lian, ke.sadaran 

masyarakat, ke.adaan e.konomi, se.ntime.n masyarakat, ke.majuan te.knologi, dan 

kurangnya tindakan hukum, be.rkontribusi te.rhadap pe.langgaran hak cipta 

lagu106. 

Se.te.lah suatu ciptaan diciptakan dalam be.ntuk nyata tanpa me.nurunkan 

batasan-batasan se.suai de.ngan pe.raturan pe.rundang-undangan, maka hak cipta 

hak e.ksklusif pe.ncipta muncul se.ge.ra be.rdasarkan asas de.klaratif. Tiga ciri hak 

cipta me.liputi: pe.rlindungan hukum atas e.kspre.si yang be.rasal dari gagasan; 

 
105 Andi Candra and Warmiyana Zairi Absi, “Hak Atas Ke. .kayaan Inte. .le..ktual (HAKI),” Unimal 

Pre. .ss 27 (2021): https://ne. .ws.ge../anakliis-porti-aris-qve. .ynis-momava 
106 Arya Utama, Titin Titawati, And Aline. . Fe. .bryani Loile..we..n, “Pe..rlindungan Hukum 

Te. .rhadap Hak Cipta Lagu Dan Musik Me..nurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004,” Gane. .c 

Swara 13, no. 1 (2019): 78, https://doi.org/10.35327/gara.v13i1.65. 
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pe.rlindungan otomatis se.te.lah dipublikasikan; dan kurangnya pe.rsyaratan 

pe.ndaftaran untuk pe.rlindungan hak cipta.107 

Bukan hanya orang yang me.nge.mukakan ide. atau konse.p atas karya 

kre.atifnya saja yang dibe.rikan pe.rlindungan hukum atas hal te.rse.but. Namun 

agar suatu pe.ne.muan dapat dilihat, dibaca, atau dirasakan ole.h orang lain, maka 

harus me.mpunyai be.ntuk yang unik, me.nunjukkan ke.aslian, be.rsifat pribadi, 

dan me.rupakan hasil karya se.ndiri be.rdasarkan bakat, kre.ativitas, atau 

pe.nge.tahuan. Hal ini dapat me.njamin bahwa suatu ciptaan se.ni be.nar-be.nar 

me.rupakan hasil karya pe.nciptanya.108 

Me.nurut Saidin yang me.ngutip Hutauruk, gagasan pe.rlindungan hak cipta 

dalam UU Hak Cipta adalah untuk hak moral dan hak e.konomi. Dije.laskannya, 

konse.p pe.rlindungan hak cipta harus me.ncakup dua unsur, yaitu hak moral yang 

tidak dapat ditinggalkan ole.h pe.ncipta dalam ke.adaan apa pun se.bagai tanda 

ke.pe.milikan atas ciptaan yang diciptakan, dan hak yang dapat dialihkan atau 

dialihkan ke.pada pihak lain dan me.mbe.rikan ke.untungan finansial bagi 

pe.ncipta.109 

Pe.rlindungan lagu be.rdasarkan undang-undang Tujuan hak cipta adalah 

untuk me.nginspirasi orang-orang yang me.miliki kapasitas kre.atif dan 

 
107 Olga The..dasya Me. .utia, Doddy Kridasaksana, and B Rinihe. .ryanti, “Pe..rlindungan Hak 

Cipta Te. .rhadap Cove. .r Lagu ‘ Akad ’ Payung Te. .duh Me..lalui Me. .dia Youtube. .,” Se..marang Law 

Re. .vie..w 3, no. 2 (2022): 50–61 
108 Adinda Mutia Gani, Nakzim Khalid Siddiq, and Maulana Sye. .kh Yusuf, “Pe. .rlindungan 

Hukum Hak Cipta Be. .rdasarkan Motif Kain Te. .nun Khas Lombok,” Jurnal Fundame. .ntal Justice.. 4, 

no. 1 (2023): 29–30 
109 Andre. .e.. Nugroho Saragih, “Me. .ne. .laah Pe..rlindungan Hukum Bagi Hak Cipta Pe..ncipta 

Lagu Te. .rhadap Pe. .nampilan Cove. .r Lagu Ciptaannya Ole. .h Musisi Lain Di Platform Me. .dia Sosial,” 

JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pe. .ndidikan) 7, no. 1 (2023): 304–17, 

https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4199. 
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inte.le.ktual agar le.bih be.rse.mangat untuk me.nghasilkan karya orisinal 

se.banyak-banyaknya. Kare.na UU Hak Cipta me.ngatur bahwa suatu ciptaan 

diakui be.rdasarkan saat pe.rtama kali dite.rbitkan, bukan pada saat pe.rtama kali 

didaftarkan, maka para pe.ncipta lagu tidak pe.rlu lagi me.ngkhawatirkan 

ke.je.lasan status ciptaannya. 

Pe.rlindungan hukum te.rhadap karya cipta didasarkan pada pe.rlindungan 

otomatis, artinya pe.ncipta tidak pe.rlu me.lalui prose.s pe.ndaftaran untuk 

me.mpe.role.h pe.rlindungan. Ke.tika suatu karya kre.atif diwujudkan se.bagai 

karya kre.atif yang sah, maka de.ngan se.ndirinya pe.nciptanya dibe.rikan 

pe.rlindungan hukum te.rhadapnya. Gagasan pe.rlindungan otomatis se.jalan 

de.ngan Konve.nsi Be.rne., yang me.ngakui tiga prinsip: prinsip pe.rlindungan 

otomatis, prinsip pe.rlindungan inde.pe.nde.n, dan prinsip pe.rlakuan nasional.  

Me.nurut te.ori pe.rlindungan ini, hak cipta mungkin didaftarkan atau tidak. 

Me.nurut Pasal 64 UU Hak Cipta ayat (2), pe.ncatatan suatu ciptaan tidak be.rsifat 

wajib dan tidak final.110 

Me.nurut Konve.nsi Be.rne. yang te.rtuang dalam TRIPs, hak-hak e.ksklusif 

se.orang pe.ncipta antara lain me.liputi hak untuk me.mpe.rbanyak suatu ciptaan 

yang dilindungi hak cipta, hak untuk me.mpe.rtunjukkan karya drama, musikal, 

dan karya-karya lainnya di muka umum, hak atas de.klamasi atas karya sastra 

dan hak komunikasi atas karya-karya umum yang dipe.rtunjukkan, hak untuk 

me.nyiarkan karya atau be.rkomunikasi de.ngan masyarakat de.ngan cara lain, hak 

 
110 Ilham Tri Putra Mahpudin and Happy Yulia Anggrae. .ni, “Pe..ncatatan Pe..rjanjian Lise..nsi 

Ope. .nSource.. Software. . (OSS) Se..bagai Re..sidu Dari Formalitas Hak Cipta,” Jurnal Pro Hukum 12, no. 

1 (2023): 10– 27. 
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untuk me.ne.rje.mahkan karya, hak untuk me.ngadaptasi, me.ngaranse.me.n, atau 

me.modifikasi karya lain, dan hak untuk me.ngizinkan adaptasi atas karya 

te.rse.but. sine.matografi, me.nawarkan hak atas pe.rtunjukan publik dan 

komunikasi ke.pada publik, dan me.ngizinkan re.produksi dan pe.nye.baran publik 

atas karya yang te.lah diubah.111 

Ada yang be.rpe.ndapat bahwa pe.rlindungan hukum sangatlah pe.nting dan 

se.mua warga ne.gara me.mpunyai hak atas pe.rlindungan hukum. Pe.rlindungan 

hukum, dalam kata Satjipto Raharjo, adalah pe.ngamanan hak asasi manusia 

yang dilanggar ole.h orang lain, dan dibe.rikan ke.pada masyarakat agar hak-hak 

yang dibe.rikan undang-undang dapat dinikmati se.luruhnya.  Me.nurut UU Hak 

Cipta, pe.rlindungan hukum te.rhadap karya lagu ada dua macam, yaitu 

pe.rlindungan hak e.konomi dan pe.rlindungan hak moral. Ada dua cara untuk 

me.laksanakan pe.rlindungan hukum ini, yaitu se.cara re.pre.sif dan pre.ve.ntif.112 

Tujuan pe.rlindungan pre.ve.ntif adalah untuk me.lindungi pe.me.gang hak 

cipta dari situasi dan ke.rugian yang tidak me.nguntungkan se.be.lum hal itu 

te.rjadi. Se.dangkan upaya re.pre.sif adalah tindakan yang dapat dilakukan ole.h 

pe.milik hak cipta untuk me.mastikan bahwa ciptaan te.rse.but adalah miliknya 

de.ngan te.rle.bih dahulu me.ndaftarkan ciptaannya se.suai de.ngan Pasal 66–67 

 
111 Panji Ade..la and Agri Chairunisa Isradjuningtias, “Pe. .rlindungan Hukum Te. .rhadap 

Pe..me..gang Hak Cipta Musik Be..rdasarkan Pe. .raturan Pe. .me. .rintah Nomor 56 Tahun 2021 Te. .ntang 

Pe..nge..lolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan Musik,” Jurnal Ke. .wargane. .garaan 6, no. 3 (2022): 1–10 
112 Arya Utama, Titin Titawati, And Aline. . Fe. .bryani Loile. .we..n, “Pe..rlindungan Hukum 

Te. .rhadap Hak Cipta Lagu Dan Musik Me..nurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004,” Gane. .c 

Swara 13, no. 1 (2019): 78, https://doi.org/10.35327/gara.v13i1.65. 
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Undang-Undang Hak Cipta dan ke.mudian be.rupaya me.nye.le.saikan 

pe.rse.lisihan yang ada.113 

Pe.mbe.laan hukum te.rhadap nyanyian ulang lagu di te.mpat musik, yang 

me.langgar hak moral dan finansial, se.rta pe.langgaran hak cipta atas komposisi 

lagu. Pasal 9 ayat 2 UU Hak Cipta me.ngatur ke.te.ntuan ini, yang me.nyatakan 

bahwa “se.tiap orang yang me.laksanakan hak e.konomi wajib me.minta izin 

ke.pada pe.ncipta atau pe.me.gang hak cipta”. Saat ini, sudah me.njadi hal yang 

lumrah bagi pe.nyanyi untuk me.nyanyikan ulang lagu tanpa pe.rse.tujuan 

pe.nciptanya. Ahmad Dhani, anggota band De.wa 19 be.rsama Once. Me.ke.l, 

ke.dapatan me.langgar hak e.konomi de.ngan me.mbawakan lagu ciptaannya di 

konse.r Once. Me.ke.l tanpa izin pe.ncipta atau pe.me.gang hak cipta. Kasus ini 

me.rupakan contoh kasus pe.langgaran hak cipta lagu.114 

Kome.ntar Ahmad Dhani yang me.nye.but Once. Me.ke.l tidak dipe.rbole.hkan 

me.nyanyikan lagu De.wa 19 kare.na band te.rse.but se.dang tur kota-kota di 

Indone.sia dan dia tidak ingin ada orang lain yang me.lakukannya, me.njadi 

sumbe.r awal pe.rmasalahan te.rse.but. Se.lain itu, Ahmad Dhani juga me.ngkritik 

soal royalti lagu yang se.jak tahun 2010 tidak ia te.rima kare.na he.ngkangnya 

Me.ke.l dari De.wa 19.115 Jika hak e.konomi hak cipta dilanggar, maka pe.ne.mu 

 
113 She. .ila Namira Marche. .llia, “Larangan Me. .mbawakan Lagu Tanpa Izin Be..rdasarkan 

Undang-Undang Hak Cipta,” Journal of Inte. .lle. .ctual Prope. .rty 6, no. 1 (2023): 26. 
114 Muhammad Indmas, “Ahmad Dhani Be. .be..rkan Awal Pe. .rmasalahan Yang Me. .mbuat Once. . 

Me. .ke. .l Ke. .sall, Te..rnyata Ge. .ge..ra Ini,” Tvone. .ne..ws, 2023. 
115 Muhammad Indmas, “Ahmad Dhani Be. .be..rkan Awal Pe. .rmasalahan Yang Me. .mbuat Once.. 

Me. .ke. .l Ke. .sall, Te..rnyata Ge. .ge..ra Ini,” Tvone. .ne..ws, 2023. 
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atau pe.me.gang hak cipta akan dirugikan kare.na tidak me.ndapat imbalan 

royalti.116 

Dapat dikatakan, me.nyanyikan lagu De.wa 19 ole.h Once. Me.ke.l tanpa 

pe.rse.tujuan pe.ncipta lagu atau pe.me.gang hak cipta lagu me.rupakan 

pe.langgaran hak e.konomi dalam konflik antara Ahmad Dhani dan Once. Me.ke.l. 

Klaim Ahmad Dhani bahwa Once. Me.ke.l be.lum me.mbayar royalti se.jak 2010 

yang bisa diartikan se.bagai pe.langgaran hak e.konomi me.mbe.narkan hal 

te.rse.but. Once. Me.ke.l me.ng-cove.r lagu band De.wa 19 untuk ke.untungan 

kome.rsil. Se.bagai pe.ncipta lagu dan gitaris band De.wa 19, Ahmad Dhani 

me.rasa dirugikan.117 

Pe.ncipta lagu akan me.ndapat kompe.nsasi atas karya aslinya jika 

vokalisnya dibe.rikan izin, yang dise.but juga lise.nsi. De.ngan de.mikian, pe.ncipta 

suatu ciptaan dibe.rikan hak e.konomi. Pe.nulis lagu akan me.rasakan ke.puasan 

dari ini. Gagasan bahwa se.buah karya kre.atif me.me.rlukan pe.rlindungan hukum 

muncul kare.na me.miliki nilai e.konomi dan ke.puasan. Dari sudut pandang 

kome.rsial, pe.nge.mbangan konse.p ini be.rtujuan untuk me.ndorong 

 
116 Annisa Rachmasari, Zae. .nal Arifin, and Dhian Indah Astanti, “Pe. .rlindungan Hukum Hak 

Cipta Pada Film Yang Diakse. .s Se..cara Ile. .gal Me. .lalui Te. .le. .gram,” Se..marang Law Re. .vie..w (SLR) 3, 

no. 2 (2022): 13, https://doi.org/10.26623/slr.v3i2.5564. 
117 Syahputra, Kridasaksana, and Arifin, “Pe. .rlindungan Hukum Bagi Musisi Atas Hak Cipta 

Dalam Pe. .mbayaran Royalti. Se..marang Law Re. .vie. .w (SLR) Vol. 3, No. 1, 2022  hlm. 1-6 
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be.rke.mbangnya pola pikir dan budaya yang me.nghargai dan me.nghormati 

karya orang lain, yang me.mpunyai implikasi signifikan.118 

B. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Hak Cipta Karya Musik yang 

Dibawakan Secara Live untuk Kepentingan Komersil Tanpa Seizin 

Pencipta 

 

Pe.ne.gakan hukum adalah tujuan utamanya. Jika suatu undang-undang 

tidak pe.rnah dite.gakkan, maka undang-undang te.rse.but tidak dapat lagi 

dianggap se.bagai undang-undang. Akibatnya, pe.raturan itu se.ndiri dan gagasan 

bahwa pe.raturan itu harus dipatuhi bisa hidup be.rdampingan.119 Hukum harus 

dite.rapkan untuk me.me.nuhi tujuannya yaitu me.njaga ke.pe.ntingan manusia. 

Me.skipun mungkin ada pe.langgaran, hukum juga dapat dite.gakkan se.cara 

konsiste.n dan damai. Pe.ne.gakan hukum yang dilanggar dalam kasus ini pe.rlu 

dilakukan.120 

Tiga kate.gori struktur hukum, isi hukum, dan budaya hukum dapat 

digunakan untuk me.nge.lompokkan unsur-unsur siste.m hukum. Me.nurut Te.ori 

 
118 Syahputra, Kridasaksana, and Arifin, “Pe. .rlindungan Hukum Bagi Musisi Atas Hak Cipta 

Dalam Pe. .mbayaran Royalti. Se..marang Law Re. .vie. .w (SLR) Vol. 3, No. 1, 2022  hlm. 1-6 
119 Satjipto Raharjo. Pe..ne..gakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis. Yogyakarta: Ge. .nta 

Publishing, 2019. hlm. 1 
120 Rocky Marbun, Dkk. Kapita Se. .le. .kta Pe..ne..gakan Hukum (Acara) Pidana. Jakarta: PT. 

Publica Indone. .sia Utama, 2021. hlm. 10 
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Siste.m Hukum Lawre.nce. M. Frie.dman, kompone.n-kompone.n siste.m hukum 

adalah se.bagai be.rikut:121 

a. Struktur Hukum (Legal Structure)  

Terbentuknya sistem hukum dimungkinkan oleh adanya struktur 

hukum. Struktur hukum meliputi: tatanan hukum, organisasi hukum, aparat 

penegak hukum, kekuasaan, instrumen hukum, prosedur, dan perilaku. 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang membawahi DJKI, 

Lembaga Manajemen Kolektif, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Niaga, 

dan Mediator atau Arbiter adalah beberapa organisasi yang membantu 

penegakan hukum hak cipta musik.122 

Masih terdapat kesulitan bagi aparat penegak hukum. Hal ini karena 

pelanggaran hak cipta merupakan pelanggaran aduan dan bukan 

pelanggaran biasa, sehingga menghalangi penegak hukum untuk 

mengambil tindakan yang tepat dan menyebabkan tidak efektifnya 

penegakan hukum. Salah satu upaya penegakan hukum dalam memberantas 

pelanggaran hak cipta adalah kepolisian, DJKI, dan LMK. Hal ini 

diperparah dengan tidak adanya kerja sama antara lembaga-lembaga 

penegak hukum, tidak adanya koordinasi antara masing-masing aparat 

penegak hukum, kurangnya pengetahuan pihak berwenang mengenai 

 
121 Lutfil Ansori. “Re..formasi Pe..ne..gakan Hukum Pe..rspe..ktif Hukum Progre. .sif”. Jurnal 

Yuridis, Vol. 4. No.2, (2019). hlm. 150 
122 Abdul Halim Barkatullah. (2013). “Budaya Hukum Masyarakat dalam Pe.rspe.ktif Siste.m 

Hukum,” Jurnal UKSW 
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masalah teknis hak cipta, dan proses penegakan hukum yang lamban dan 

biasanya memakan waktu lama. 

b. Substansi Hukum (Legal Substance)  

Dalam konteks sistem hukum, yang dimaksud dengan “substansi 

hukum” adalah segala peraturan tertulis dan tidak tertulis, termasuk norma 

dan asas hukum, serta putusan pengadilan yang berfungsi sebagai pedoman 

bagi pemerintah dan masyarakat.123  Menurut Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 2002 tentang Hak Cipta, siapa pun yang melanggar hukum harus 

mendapat sanksi hukum, dan hanya karya pencipta yang dilindungi. 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur 

mengenai gagasan pembayaran, yang berkaitan dengan bagaimana hak 

ekonomi bagi pencipta dapat diberikan secara lebih menyeluruh dan 

profesional.124 

Hak ekonomi dan moral, syarat dan proses pendaftaran, serta sanksi 

atas pelanggaran semuanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2014. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan 

Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik mengatur sistem pengelolaan 

royalti. Kepentingan moral dan finansial tercakup dalam hak cipta musik. 

Hak ekonomi adalah hak atas lebih banyak uang daripada yang telah 

 
123 Abdul Halim Barkatullah. (2013). “Budaya Hukum Masyarakat dalam Pe.rspe.ktif Siste.m 

Hukum,” Jurnal UKSW. Vol 12. No. 2. (2023). Hal. 23-29 
124 Marni E. Mustafa. Ane.ka Pe.ne.gakan Hukum Hak Cipta, Pate.n, Me.re.k dan Indikasi 

Ge.ografis. Bandung: Pe.ne.rbit Alumni, 2022. hlm. 4 
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diperoleh. Hak moral, di sisi lain, mencakup kebebasan dari perubahan dan 

penghancuran tanpa izin pencipta.125 

Pencipta atau pemegang hak cipta berhak atas hak finansial atas 

pertunjukan ciptaannya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) 

huruf f UUHC. Oleh karena itu, Anda harus mendapatkan izin terlebih 

dahulu dari pencipta lagu atau pemilik hak cipta sebelum melakukan 

penulisan lagu orang lain. Berdasarkan Pasal 113 ayat (2), bagi yang 

melanggar pembatasan tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 

tiga (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta 

rupiah). Aturan ini dimaksudkan untuk memberikan klarifikasi dan 

perlindungan bagi mereka yang menciptakan musik, memiliki hak cipta, 

atau mempunyai hak ekonomi atas lagu yang akan diputar oleh orang lain 

untuk mendapatkan keuntungan.126 

Aturan-aturan ini memadai sebagai alat untuk menegakkan undang-

undang hak cipta yang berkaitan dengan musik. Aturan ini dapat membantu 

pencipta memahami betapa pentingnya pendaftaran hak cipta untuk 

mengamankan hak pencipta dengan cara yang seadil-adilnya. Aturan-aturan 

 
125 Abdul Halim Barkatullah. (2013). “Budaya Hukum Masyarakat dalam Pe.rspe.ktif Siste.m 

Hukum,” Jurnal UKSW 
126 Tommy Hottua Marbun, T. Ke.ize.rina De.vi, dan Windha Windha. “Pe.rlindungan Hukum 

Hak Cipta Te.rhadap Karya Cipta Lagu dan Musik dalam Be.ntuk Ringtone. pada Te.le.pon Se.lule.r”. 

Jurnal Hukum E.konomi, Vol.1, No. 2. (2023). hlm. 150 
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ini dimaksudkan untuk mendorong inovasi dengan memungkinkan seniman 

untuk terus berkarya tanpa khawatir akan melanggar hak-haknya. 

c. Budaya Hukum  

Budaya hukum adalah keyakinan, nilai, gagasan, sikap, dan perilaku 

anggota masyarakat sehubungan dengan penerapan hukum. Hal ini 

berkaitan dengan seberapa efektif masyarakat menyadari, memahami, dan 

menyetujui undang-undang yang berdampak pada mereka. Menurut budaya 

hukum, hukum lebih dari sekedar seperangkat peraturan tertulis. Hal ini 

menunjukkan bahwa faktor masyarakat termasuk nilai, sikap, dan 

pandangan kolektif tentang undang-undang yang diundangkan mempunyai 

pengaruh yang besar terhadap undang-undang. 

Dapat dikatakan bahwa pengetahuan masyarakat mengenai hak cipta 

musik masih kurang dan kesadaran masyarakat akan pentingnya hak cipta 

musik masih rendah jika komponen budaya hukum dikaitkan dengan 

penerapan peraturan perundang-undangan hak cipta musik. Satjipto 

Rahardjo menegaskan, pembentukan suatu produk hukum tidak selalu 

dimulai dari kepastian hukum. Selain persyaratan perundang-undangan, 

perilaku masyarakat juga memegang peranan penting dalam mewujudkan 

kepastian hukum. Tidak diragukan lagi, kesalahpahaman masyarakat 
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mengenai hak cipta musik merupakan hambatan terbesar dalam 

menurunkan berbagai jenis pelanggaran hak cipta di Indonesia.127 

Jika teori Friedman diterapkan pada penegakan hak cipta musik 

Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa masih terdapat ketimpangan antar 

komponen hukum yang berbeda. Oleh karena itu, hal ini masih menimbulkan 

ketidakadilan di masyarakat, khususnya bagi para musisi. Untuk mengadili 

pelanggar, UU Nomor 28 Tahun 2014 mengatur upaya penyelesaian melalui 

upaya perdata dan pidana yang dapat dilakukan secara bersamaan. 

Berdasarkan Pasal 105 UUHC, pelanggaran tersebut diancam pidana dan 

perdata. Sengketa hak cipta dapat diselesaikan melalui beberapa cara, seperti 

berikut ini. 

b. Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi  

Ada tiga cara untuk menyelesaikan perselisihan mengenai 

pelanggaran hak cipta musik: arbitrase, penyelesaian sengketa alternatif, 

atau sistem hukum. UUHC menempatkan prioritas tinggi pada 

penyelesaian sengketa perdata secara cepat, terjangkau, dan efisien sesuai 

dengan prinsip keadilan yang diterapkan dalam sistem peradilan perdata di 

Indonesia. Orang yang berkonflik harus menggunakan mediasi untuk 

menyelesaikan perbedaannya sebelum mengajukan tuntutan pidana, 

sebagaimana tercantum dalam Pasal 95 ayat (1) UUHC. Aturan ini berlaku 

 
127 Satjipto Raharjo. Biarkan Hukum Me.ngalir. Jakarta: Kompas. 2017. Hlm. 23 
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selama kedua belah pihak masih berada di tanah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia 

c. Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi  

Menurut Pasal 99 UUHC, pencipta, pemegang hak cipta, dan 

pemegang Hak Terkait semuanya dapat mengajukan gugatan perdata ke 

pengadilan. Selain itu, tidak ada pengadilan lain yang mempunyai 

yurisdiksi untuk menyelesaikan sengketa hak cipta; hanya Pengadilan 

Niaga yang dapat melakukan hal tersebut. 

Berbagai bentuk pelanggaran hak cipta dan pembatasan terkait 

tercantum dalam Undang-Undang Hak Cipta. Pihak yang tidak memiliki hak 

cipta tidak diperbolehkan memamerkan atau memperbanyak karya orang lain 

kecuali mereka mematuhi batasan hukum. 

Salah satu jenis hak kebendaan yang termasuk dalam kategori hak milik 

immateriil adalah hak cipta. Menurut Pasal 4 UUHC, hak cipta mencakup hak 

moral dan hak komersial. Hak milik yang bernilai uang dianggap sebagai hak 

kebendaan dari sudut pandang pidana. Pelanggaran terhadap hak-hak ini 

dianggap sebagai kejahatan atau pelanggaran terhadap hak milik orang lain. 

Sebelum adanya modifikasi, pelanggaran hak cipta diklasifikasikan 

sebagai pelanggaran biasa; Namun sebagaimana diatur dalam Pasal 120 

UUHC, klasifikasi tersebut pada akhirnya diubah menjadi delik aduan. 

Penegakan hukum kurang efektif karena tindakan hanya dapat diambil 

sebagai respons terhadap tuduhan pencipta atau pemegang hak cipta. Hal ini 

disebabkan penegakan hukum hak cipta hanya dapat dilaksanakan 
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berdasarkan tindak pidana aduan. Selain itu, sanksi tersebut tidak berdampak 

pada penurunan pelanggaran hak cipta dan tidak cukup keras. 

Bagi yang melanggar hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

9 ayat (1) huruf f UUHC dengan tujuan komersial, akan dikenakan denda 

paling banyak Rp500.000.000,00 dan pidana penjara paling lama tiga (tiga) 

tahun, sesuai Pasal 113 ayat 2 UUHC. Sesuai dengan Pasal 88 ayat (3), 

lembaga pengelola kolektif yang melakukan penarikan royalti tanpa izin 

operasional kementerian juga dapat dikenakan sanksi pidana dan/atau denda 

berdasarkan Pasal 119 UUHC. 

Ungkapan “ultimum remidium” menggambarkan penerapan hukum 

pidana sebagai upaya terakhir setelah semua upaya lainnya gagal. Ultimum 

remidium, atau upaya terakhir, adalah istilah yang digunakan untuk 

menggambarkan hukum pidana ketika semua pilihan lain telah habis. Meski 

tidak semua orang beranggapan bahwa hukuman akan memberikan efek jera, 

setidaknya hukuman pidana bertujuan untuk melindungi korban dan 

mereformasi pelakunya. 

Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 diharapkan 

dapat mendorong masyarakat untuk aktif melakukan usaha kreatif. Sekalipun 

terdapat hambatan-hambatan tersebut, ciptaan tersebut akan dinilai pada 

dekade-dekade berikutnya dan sesuai dengan Pasal 58 ayat (1) UUHC, paling 
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singkat selama 70 tahun, setelah itu dapat diwariskan kepada keturunan 

pencipta.128 

 Seseorang yang menyanyikan ulang atau meng-cover sebuah musik 

atau lagu tanpa izin dari penciptanya, baik di media sosial maupun dalam 

pertunjukan komersial berskala besar merupakan pelanggaran hak cipta 

musik. Pencipta lagu seharusnya menerima royalti sebagai bentuk hak 

ekonomi eksklusifnya yang telah diatur dalam regulasi mengenai hak cipta.129 

Hak cipta musik dilanggar ketika seseorang menyanyikan ulang atau 

meng-cover lagu atau musik tanpa izin penciptanya, baik di media sosial atau 

dalam pertunjukan komersial berskala besar. Sebagai salah satu jenis hak 

ekonomi eksklusif yang diatur oleh undang-undang hak cipta, royalti harus 

dibayarkan kepada penulis lagu.130 

 

C. Penyelesaian Permasalahan Hukum Pemegang Hak Cipta Karya Musik 

Yang Dibawakan Secara Live Untuk Kepentingan  Komersil Tanpa Seizin 

Pencipta 

Setiap pihak dapat terlibat dalam suatu perselisihan, baik itu antar individu 

atau kelompok, gabungan keduanya, dunia usaha, pemerintah, atau bahkan 

 
128 Tanu Iswantono, Abraham Fe.rry Rosando. “Tinjauan Yuridis Pe.nge.lolaan Royalti Hak 

Cipta Lagu dan/atau Musik Me.nurut Pe.raturan Pe.rundang-Undangan yang Be.rlaku di Indone.sia”. 

Bure.aucracy Journal: Indone.sian Journal of Law and Social-Political Give.rnance., 2.1 (2022), hlm. 

109 
129 Columbanus Priaardanto, Je.ane. Ne.ltje. Sally. “Tinjauan Yuridis Te.rhadap Hak Cipta 

Se.buah Lagu (Studi Kasus Dalam Pe.rmasalahan Antara De.wa 19 De.ngan Once. Me.ke.l)”. Jurnal 

Ke.wargane.garaan, 7.2 (2023) 
130 Columbanus Priaardanto, Je.ane. Ne.ltje. Sally. “Tinjauan Yuridis Te.rhadap Hak Cipta 

Se.buah Lagu (Studi Kasus Dalam Pe.rmasalahan Antara De.wa 19 De.ngan Once. Me.ke.l)”. Jurnal 

Ke.wargane.garaan, 7.2 (2023) 
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antar negara. Konflik dapat timbul secara lokal atau global dan dapat bersifat 

sipil atau publik. Perselisihan muncul ketika dua pihak atau lebih mempunyai 

kepentingan yang berbeda, sehingga menimbulkan perselisihan, pertengkaran, 

masalah, dan konflik.131  Konflik juga mungkin muncul antara vokalis dan 

penulis lagu. Artis tersebut menyanyikan lagu tersebut karena alasan komersial 

dan tidak mendapatkan persetujuan penulis lagu untuk melakukannya, sehingga 

menimbulkan perselisihan. 

Kasus yang melibatkan Ahmad Dhani dan Once Mekel merupakan salah 

satu kasus yang berkaitan dengan sengketa hak cipta, khususnya terkait musik. 

Menurut Pasal 95 ayat (1) UU Hak Cipta, arbitrase, pengadilan, atau alternatif 

penyelesaian sengketa dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa hak 

cipta.132 Menurut UU Hak Cipta, non-litigasi dan litigasi merupakan dua pilihan 

penyelesaian permasalahan hak cipta antara pencipta lagu dan artis, seperti 

contoh Ahmad Dhani dan Once Mekel. 

Menyelesaikan permasalahan hak cipta di luar pengadilan merupakan 

nama lain dari penyelesaian sengketa hak cipta secara non-litigasi. Karena 

banyaknya kasus yang belum terselesaikan yang terakumulasi di pengadilan, 

ketersediaan penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan hal yang 

revolusioner. Penyelesaian konflik alternatif adalah istilah yang digunakan 

untuk menggambarkan penyelesaian sengketa yang tidak melibatkan litigasi. 

 
131 Juwita Tarochi Boboy Boboy, Budi Santoso, and Irawati Irawati, “Pe.nye.le.saian Se.ngke.ta 

Pe.rtanahan Me.lalui Me.diasi Be.rdasarkan Te.ori De.an G.Pruitt Dan Je.ffre.y Z.Rubin,” Notarius 13, 

No. 2 (2020): 803–18, https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.31168. 
132 Se.kre.tariat Kabine.t Ne.gara Re.publik Indone.sia, “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2014 Te.ntang Hak Cipta” (Indone.sia, 2014). 
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Menurut Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang 

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, lembaga penyelesaian 

perselisihan atau konflik dengan cara yang diputuskan oleh para pihak, yaitu 

penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui konsultasi, perundingan, 

mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli, dikenal dengan lembaga alternatif 

penyelesaian sengketa.133 Banyak manfaat yang diperoleh dari penyelesaian 

konflik non-litigasi, antara lain: permasalahan diselesaikan secara damai antar 

para pihak, waktu penyelesaian sengketa yang singkat, biaya yang minimal, 

para pihak mempunyai hubungan yang kooperatif, dan hasil yang win-win (win-

win) menjadi tujuannya.134 

Selain itu, jika terjadi pelanggaran hak cipta, tuntutan ganti rugi dapat 

diajukan ke pengadilan niaga sebagai bagian dari proses litigasi untuk 

menyelesaikan perselisihan tersebut. karena pengadilan niaga merupakan satu-

satunya pengadilan yang berwenang mengadili atau memutus sengketa hak 

cipta. Namun, untuk mencegah pelanggar hak cipta, pemegang hak cipta juga 

dapat mengajukan tuntutan pidana terhadap ciptaannya yang melanggar hak 

ekonomi.135  Menurut Pasal 100 UU Hak Cipta, pemegang hak cipta dapat 

 
133 Ni Made. Trisna De.wi, “Pe.nye.le.saian Se.ngke.ta Non Litigasi Dalam Pe.nye.le.saian 

Se.ngke.ta Pe.rdata,” Jurnal Analisis Hukum 5, No. 1 (2022): 81–89, 

https://doi.org/10.38043/jah.v5i1.3223. 
134 Masdari Tasmin, “Urge.nsi Alte.rnative. Dispute. Re.solution (ADR) di Ne.gara Indone.sia,” 

Wasaka Hukum 7 (2019). Hlm. 23. 
135 Syahputra, Kridasaksana, and Arifin, “Pe.rlindungan Hukum Bagi Musisi Atas Hak Cipta 

Dalam Pe.mbayaran Royalti.” Se.marang Law Re.vie.w (SLR) Vol. 3, No. 1, 2022 hal. 1-6 
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menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan dalam rangka 

penyelesaian permasalahan hak cipta melalui jalur litigasi.136 

Pasal 101 Undang-Undang Hak Cipta mengatur tentang putusan-putusan 

dalam perkara hak cipta. Selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah 

gugatan didaftarkan, putusan hak cipta harus sudah diberikan. Apabila batas 

waktu tersebut terlewati, maka dapat diperpanjang 30 (tiga puluh) hari dengan 

persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Dengar pendapat publik diperlukan 

untuk mengambil keputusan. Jurusita wajib memberitahukan kepada pihak 

mengenai putusan pengadilan bisnis dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari 

sejak putusan diucapkan.137 Tidak ada prosedur banding, tidak seperti prosedur 

perkara perdata pada umumnya, dan satu-satunya jalan hukum terhadap 

keputusan yang dibuat oleh pengadilan komersial sehubungan dengan sengketa 

hak cipta adalah kasasi. 

Klaim Ahmad Dhani yang menyebut Once Mekel tidak diperbolehkan 

membawakan lagu-lagu band Dewa 19 di acaranya menjadi pemicu 

pertengkaran keduanya. Band Dewa 19 yang sedang menjalani tur konser yang 

singgah di beberapa kota di Indonesia, memunculkan pernyataan tersebut. 

Pengarang lagu tersebut, Ahmad Dhani pun angkat bicara soal royalti yang tak 

pernah dibayarkan Once Mekel untuk gubahannya. Mekel telah menyanyikan 

 
136 Se.kre.tariat Kabine.t Ne.gara Re.publik Indone.sia “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 

Te.ntang Hak Cipta." (Indone.sia, 2014) 
137 Se.kre.tariat Kabine.t Ne.gara Re.publik Indone.sia “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 

Te.ntang Hak Cipta." (Indone.sia, 2014) 
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lagu-lagu band Dewa 19 di pertunjukan sejak dia keluar dari band pada tahun 

2010. Royalti tidak pernah dibayarkan oleh Mekel. 

Penyebab utama perselisihan ini adalah perbedaan pandangan kedua belah 

pihak. Menurut pihak Ahmad Dhani, Once Mekel tidak pernah memenuhi 

kewajibannya membayar royalti saat membawakan lagu-lagu ciptaan Ahmad 

Dhani dari band Dewa 19 saat acara musik off-air. Mekel membantah, 

penyelenggara acara yang mengundangnya sudah membayar royalti, sehingga 

ia tidak berhak membayarnya. Dengan demikian, ia tak perlu lagi membayar 

royalti Ahmad Dhani secara langsung. 

Suatu ketika perselisihan Mekel dan Ahmad Dhani akhirnya diselesaikan 

melalui mediasi dan alternatif penyelesaian sengketa. Pada tanggal 18 April 

2023, mediasi berlangsung di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Jakarta Selatan. Yasonna H. Laoly, Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia, bertindak sebagai mediator dalam mediasi tersebut. Akhirnya, kedua 

belah pihak mencapai konsensus. Sesuai kesepakatan, Mekel akan menahan diri 

untuk tidak menyanyikan "Dewa 19" untuk jangka waktu yang tidak 

ditentukan.138 

Selain itu, jika mempertimbangkan UU Hak Cipta, konflik antara Ahmad 

Dhani dan Once Mekel diselesaikan melalui mediasi sebagai alternatif proses 

penyelesaian sengketa. Masalah perdata seringkali diselesaikan melalui 

mediasi. Proses penyelesaian sengketa menjadi lebih efektif, efisien, cepat, dan 

 
138 Rais Adnan, “Kisruh Royalti, E.ks Ke.tum PSSI Iwan Bule. Kawal Mome.n Pe.rte.muan 

Ahmad Dhani Dan Once.,” Skor.id, 2023. 
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murah karena berbagai manfaat mediasi. Berdasarkan Pasal 95 UU Hak Cipta 

yang mengatur bahwa selain pelanggaran hak cipta dan/atau hak yang berkaitan 

dengan pembajakan, para pihak yang bersengketa harus terlebih dahulu 

berupaya menyelesaikannya melalui mediasi sepanjang diketahui 

keberadaannya dan/atau berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia sebelum mengajukan tuntutan pidana.139 

Pasalnya Once Mekel membawakan lagu-lagu Dewa 19 dalam konsernya 

tanpa mendapat izin dari penciptanya, Ahmad Dhani, dan karena Dewa 19 

sedang tur, Ahmad Dhani melarang Once Mekel membawakan musik Dewa 19. 

Ia pernah mengaku diminta tampil oleh event organizer (EO) yang juga bertugas 

mengumpulkan royalti. mengaku dibebaskan dari kewajiban membayar royalti 

kepada Ahmad Dhani secara langsung selama EO membayarkan pembayaran 

ke LMK; Namun dalam praktiknya, Ahmad Dhani sang pencipta lagu tidak 

mendapatkan royalti apa pun. Hal ini selaras dengan informasi yang 

disampaikan oleh Muhammad Faiq yang merupakan salah satu penyelenggara 

atau EO pertunjukan Purwokerto. Ia menekankan betapa banyak perencana 

acara yang masih belum memahami betapa pentingnya membayar royalti 

kepada penulis lagu saat merencanakan konser. Karena sebagian EO 

 
139 Se.kre.tariat Kabine.t Ne.gara Re.publik Indone.sia, “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 

Te.ntang Hak Cipta." (Indone.sia, 2014). 
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memandang royalti hanya sebagai beban, maka sering kali hal ini diabaikan. 

EO harus bertanggung jawab membayar royalti.140 

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa 

setiap orang yang hendak memanfaatkan suatu ciptaan untuk tujuan komersial 

harus terlebih dahulu mendapat izin dari pencipta atau pemilik hak cipta, 

menjadi salah satu persoalan hukum dalam hal ini. Bagi yang melanggar aturan 

ini, akan dikenakan denda paling banyak Rp500 juta dan ancaman pidana 

penjara paling lama 3 (tiga) tahun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat 

(2). mematuhi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 23 ayat 5: 

Penggunaan ciptaan untuk tujuan komersial dalam suatu pertunjukan 

diperbolehkan tanpa izin tertulis dari pencipta sepanjang penyelenggara 

membayar royalti yang adil kepada pencipta melalui Lembaga Manajemen 

Kolektif (LMK). 

Permasalahan hak cipta musik antara Ahmad Dhani dan Once Mekel 

diselesaikan melalui mediasi. Untuk mencapai kesepakatan para pihak tanpa 

harus melalui pengadilan, mediasi menawarkan pendekatan yang lebih positif 

dan dialogis. Pasal 95 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menyebutkan 

bahwa sebelum diajukan tuntutan pidana, sengketa hak cipta, khususnya yang 

tidak mengandung pelanggaran, harus diselesaikan melalui mediasi. 

Atas dasar pengaturan ini, Mekel berkomitmen untuk tidak menyanyikan 

atau menampilkan lagu-lagu yang ditulis di bawah sponsor Dewa 19 selama 

 
140 Muhammad Faiq Maulana “Royalti Pada Ge.laran Konse.r Kome.rsial”. Purwoke.rto. 2024. 

Hlm. 12 



76 

 

jangka waktu yang disepakati bersama. Perjanjian ini menunjukkan bahwa 

Once tetap diwajibkan untuk mematuhi undang-undang hak cipta terkait 

meskipun dia adalah mantan vokalis band tersebut. Pernah diminta Ahmad 

Dhani untuk menghormati hak ciptanya. Perjanjian tersebut lebih lanjut 

menyatakan bahwa Ahmad Dhani dapat melakukan tindakan hukum tambahan, 

seperti mempertahankan hak ciptanya melalui jalur hukum yang sesuai, jika 

Once mengabaikan larangan tersebut. 

Di Indonesia, kemajuan masyarakat dan pertumbuhan hukum belum 

berjalan dengan baik. Hal ini diakibatkan oleh ketidakselarasan antara norma-

norma historis masyarakat dan cita-cita pemerintah yang bertumpu pada sistem 

hukum kontemporer. Resistensi masyarakat terhadap sistem hukum modern 

menjadi akar permasalahan rendahnya derajat pengetahuan hukum. 
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Mengabaikan budaya hukum akan membuat sistem hukum yang ada saat ini 

lebih rentan terhadap kegagalan.141 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pada hasil pembahasan diatas maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 
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1. Perlindungan hukum hak cipta karya musik yang dibawakan secara live 

untuk kepentingan komersil tanpa seizin pencipta. Menurut Undang-

Undang Hak Cipta, terdapat tiga ciri yang memberikan perlindungan hukum 

kepada pemegang hak cipta lagu atas pelanggaran: pertama, perlindungan 

tersebut ditujukan terhadap ekspresi yang berasal dari gagasan; kedua, 

secara otomatis diberikan pada saat karya diterbitkan; dan ketiga, atau 

terakhir, perlindungan hak cipta tidak memerlukan registrasi. Hal ini untuk 

melindungi hak finansial dan etika komposer. Perlindungan hukum hak 

cipta dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu secara represif dan preventif. 

Tujuan dari perlindungan preventif adalah untuk menghentikan dan 

menjauhi segala tindakan yang tidak diinginkan yang dapat membahayakan 

pemegang hak cipta sebelum kerugian terjadi. Sedangkan upaya represif 

merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemilik hak cipta untuk menjamin 

bahwa ciptaan tersebut adalah miliknya dengan cara mendaftarkannya. 

2. Pelaksanaan Perlindungan hukum hak cipta karya musik yang dibawakan 

secara live untuk kepentingan komersil tanpa seizin pencipta terdapat pada 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta 

Lagu dan/atau Musik merupakan dua peraturan paling ketat di Indonesia 

terkait penegakan hak cipta musik. Bahkan dalam kaitannya dengan 

penggunaan komersial, peraturan ini dirancang untuk melindungi hak etika 

 
141 Fithriatus Shalihah. (2017). Sosiologi Hukum. De.pok: PT. Raja Grafindo Pe.rsada, 2017. 

hlm. 62-64. 
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dan finansial pencipta. Pihak yang memutar lagu orang lain tanpa 

persetujuannya dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 113 UUHC yang dicakup dalam Pasal 9 UUHC. memberikan 

resolusi konflik perdata dan pidana. Kasus-kasus pelanggaran hak cipta, 

seperti yang terjadi antara Once Mekel dan Dewa 19, menekankan nilai 

mediasi sebagai pendekatan yang lebih efisien dan kolaboratif dalam 

penyelesaian konflik. 

3. Dalam kasus Ahmad Dhani dan Once Mekel, persoalan hak cipta pencipta 

lagu dan penyanyi diselesaikan melalui mediasi sehingga menghasilkan 

kesepakatan antara kedua belah pihak. Sesuai kesepakatan, Mekel akan 

menahan diri untuk tidak menyanyikan "Dewa 19" untuk jangka waktu yang 

tidak ditentukan. Perkara Ahmad Dhani dan Once Mekel diselesaikan 

melalui alternatif penyelesaian sengketa, khususnya mediasi, sesuai dengan 

Pasal 95 ayat (1) UU Hak Cipta. Sebab, mediasi merupakan proses lugas 

yang menekankan pada diskusi antara pihak-pihak yang terlibat guna 

menghasilkan hasil yang menguntungkan kedua belah pihak. 

 

B. Saran 

Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan yaitu sebagai berikut: 

1. Pengetahuan masyarakat mengenai Hak Cipta masih kurang terutama 

mengenai hak lisensi dan royalti, peran pemerintah untuk memberikan 
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edukasi dan penyuluhan menjadi sangatlah diperlukan. Agar menghindari 

pelanggaran hak cipta yang merugikan pencipta. 

2. Penegakan hukum hak cipta musik masih menghadapi banyak tantangan, 

terutama yang berkaitan dengan masyarakat dan penegakan hukum. Untuk 

mewujudkan sistem hukum yang lebih adil dan efektif, diperlukan 

perbaikan elemen peraturan dan penegakan hukum serta strategi untuk 

meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak cipta. 

3. Sebaiknya antara kedua belah pihak yang bersangkutan melakukan 

komunikasi dengan baik dan menjalin kesepakatan bersama mengenai 

royalti agar terhindar dari permasalahan hukum. 
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